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MOTTO 

 

اَ يُجَاهِدج لنَِ فۡسِهوَمَنۡ  لَمِيَۡ  ؕ  جَاهَدَ فَاِنَّم َ لَ غَنٌِِّ عَنِ الۡعه ٦ اِنم اللّهٰ  
“Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya 

kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari seluruh alam." 

(QS. Al-Ankabut: 6) 

 

ؤۡمِنِيَۡ  تجمۡ مُّ ن ۡ تجمج الََۡعۡلَوۡنَ اِنۡ كج
زنَ جوۡا وَانَ ۡ وۡا وَ لََ تََۡ ١٣٩ وَلََ تََنِ ج  

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 

kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” 

(QS. Ali Imran: 139) 

 

“Jangan katakan pada Allah ‘aku punya masalah besar’, tetapi katakan pada 

masalah bahwa ‘aku punya Allah Yang Maha Besar’.” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya 

diingat.” 

(Imam Syafi’i) 

 

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Namun 

sekiranya kalau kita merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir, 

karena banyak mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan. Jadi jangan menyerah, 

tetaplah berjuang, dan bangkit dari keterpurukan karena kita yakin bahwa kita 

semua adalah petarung untuk kehidupan yang keras ini” 

(Windah Basudara) 
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 Tidak أ 1

dilambangkan 

 Ṫ ط  16

 Ẑ ظ  B 17 ب 2

 ‘ ع  T 18 ت 3

 G غ  Ṡ 19 ث 4

 F ف J 20 ج  5

 Q ق  Ḥ 21 ح  6

 K ك Kh 22 خ  7

 L ل D 23 د 8

 M م ẑ 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ‘ ء  Sy 28 ش 13
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 Y ى Ṣ 29 ص 14

    Ḍ ض 15

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 ََ  Fathah A 

 َِ  Kasrah I 

جَ   Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fathah dan ya Ai يَ 

 Fathah dan wau Au وَ 
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Contoh :  

  Kaifa:  َكَيْف Haula:  َْهَول 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , 

yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fathah dan alif ي

atau ya 

Ӑ 

 Kasrah dan ya Ī يِ 

 Dammah dan ya Ŭ يج 

 Contoh: 

qala :  َقاَل  rama : رمَىَ     

qila : قِيلَْ      yaqulu :    ي قَجولْج  

 

4. Ta Marbutah ( ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
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b. Ta marbutah ( ة) yang mat atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah ( ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah ( ة) itu 

ditransliterasasikan dengan h. 

Contoh : 

Raudah al-atfal/ raudatul atfal  :  َْفاَلْ روَْضَةج الَط  

Al-Madinah al-Munawarah/ :  الَْمدَِي نْةَج الْمجنَ ومرةَج 

al-Madinatul Munawarah 

Talhah    :  َْطلَْحة 

Catatan : 

Modifikasi 

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonsesia ditulis 

seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi 

Ismail, sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah 

penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kotsa ditulis menurut ejaan Bahasa 

Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan 

Bayrut; dan sebagainya. 



 

xiv 

 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus 

bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, 

bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 

Nama : Afnizah Maulia Lubis 

Nim : 190603144 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan 

Syariah  

Judul : Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah 

di Perbankan Syariah Pada Produk 

Deposito BTN iB (Studi Kasus BTN 

Syariah Banda Aceh) 

Pembimbing I : Muhammad Arifin, ph.D 

Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si. 

 

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Banda Aceh. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Mudharabah 

Mutlaqah di Bank BTN Syariah Banda Aceh pada produk deposito, 

kesesuaian penerapan akad mudharabah mutlaqah dengan fatwa DSN-

MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 dan kesesuaian penerapan akad 

mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito 

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini 

menggunakan, metode kualitatif, Metode pengumpulan data yang 

digunakan dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian 

Data/Display Data dan Kesimpulan atau Verifikasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah diawali 

dengan nasabah mendepositokan dana kepada Bank, selanjutnya nasabah 

memberikan kebebasan kepada Bank untuk mengelola dana tersebut untuk 

mendapatkan keuntungan atau bagi hasil.  Penerapan akad mudharabah 

mutlaqah di BTN Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-

MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah 

Bank tidak hanya menyalurkan dana deposito kepada usaha produktif, 

tetapi juga kepada pembiayaan konsumtif. Selanjutnya penerapan akad 

mudharabah mutlaqah di BTN Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 

03/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai karena tidak semua 

pembukaan buku rekening deposito Syariah modalnya dinyatakan dalam 

bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang. Hal ini dibuktikan dengan masih 

Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah yang mendepositkan dana yang 

berasal dari hasil pencairan dana pembiayaan. 

Kata kunci: Akad Mudharabah Mutlaqah, fatwa DSN-MUI.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan memiliki keterkaitan yang erat dengan bank, mulai 

dari kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Mengenai sistem perbankan Indonesia tentu 

semuanya dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 27 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah perbarui dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu 

sistem yang menyangkut tentang Bank (Inayah, 2018). 

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha 

berlandaskan Syariah Islam. Kegiatan usaha meliputi penghimpunan 

dana, pembiayaan,jasa dan layanan (Al-Hasni, 2017). 

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan 

oleh perbankan Syariah memiliki produk-produk berupa tabungan, 

giro, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan 

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan 

Mudharabah (OJK, 2016).  

Prinsip-prinsip mudharabah mutlaqah dapat di laksanakan 

dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan 

mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah yang 

dimaksudkan disini adalah tabungan yang di aplikasikan 

berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua 

bentuk, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah, 



 

2 

 

perbedaan yang mendasar di antara keduanya terletak pada ada atau 

tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik harta kepada pihak 

bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah 

bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah 

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). 

Bank syariah yang dianggap sebagai mudharib berhak untuk 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. Namun, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai 

seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati 

atau bijaksana serta bertitikad baik dan bertanggung jawab atau 

segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama yaitu nasabah (shahibul maal) menyediakan modal 

sepenuhnya,sedangkan pihak kedua yaitu bank (mudharib) sebagai 

pengelola modal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang telah 

disepakati. Sedangkan apa bila terjadi kerugian akan ditanggung 

oleh pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian itu bukan 

akibat dari kelalaian pengelola (mudharib). Namun seandainya 

kerugian disebabkan karna kelalaian maupun kecurangan yang 

dilakukan oleh pengelola (mudharib) maka pengelola (mudharib) 

harus bertanggung jawab sepenuhnya (Al-Hasni, 2017). 

Dalam menjalankan prinsip mudharabah, penyimpanan atau 

deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk 
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melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan 

terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk 

melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan 

berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank 

menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank 

bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi (OJK, 2016). 

Dalam Bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat 

dijelaskan dengan merunjuk pada beberapa aspek berikut:  

1. Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga 

disebut investmen accounts bukan saving accounts sebagaimana 

pada tabungan.  

2. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan 

akan mendapatkan “bagi hasil”  

3. Dana deposito pada prinsipnya tidak boleh diambil sesuai 

dengan permintaan deposan (off call), kecuali pada tanggal yang 

telah disepakati. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian 

dengan nasabah penyimpan dana dengan bank. Dalam pasal 1 angka 

22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan 

sebagai investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain 

nya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dapat 

ditarik pada waktu yang telah di sepakati sesuai akad yang dilakukan 

oleh nasabah dan bank atau UUS (Jayanti, 2021). 
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Mekanisme Penghimpunan dana pada Perbankan Syariah 

dengan produk deposito didasarkan pada akad mudharabah 

mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang mudharib (bank) diberikan 

kebebasan untuk mengelola dana yang ada seperti jenis usaha 

beserta ruang lingkupnya. Deposito mudharabah ditujukan untuk 

sektor investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Manfaat 

deposito untuk bank yaitu ingin memperoleh dana simpanan dalam 

jumlah besar, hal ini diinginkan karna dengan banyaknya dana 

simpanan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat 

memberikan lebih banyak pinjaman dana. Pencatatan akuntansi  

deposito Syariah dapat diukur dengan menggunakan nisbah bagi 

hasil (Jayanti, 2021). 

Menurut Fatwa DSN-MUI N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 Akad 

Mudharabah didefenisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak 

antara nasabah dan LKS dalam suatu usaha dimana nasabah (shahib 

al-amal) memberikan modal sedangkan LKS (mudharib) mengelola 

usaha tersebut dan keuntungan dari usaha dibagi berdasarkan 

kesepakatan diawal. Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik 

Perbankan Syariah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan 

shahibul mal dan mudharib tanpa dibatasi dengan spesifikasi jenis 

usaha,waktu dan juga daerah bisnis yang setelahnya akan diberikan 

kebebasan dalam mengelola modal kepada mudharib serta rtidak 

bertentangan dengan prinsip syariah’ (Al-Hasni, 2017). 

Menurut Fatwa DSN-MUI N0. 03/DSN-MUI/2000 Deposito 

didefinisikan sebagai simpanan dana berjangka yang penarikan 
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hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian awal 

nasabah dengan bank. Deposito merupakan sebuah produk bank 

yang mirip dengan jasa tabungan lain yang ditawarkan kepada 

masyarakat atau orang ketiga (Wahyuni & Afriyeni, 2019). 

Dalam prinsip deposito mudhrabah muthlaqah, pemilik dana 

atau modal tidak memberikan batasan kepada Bank dalam 

pengelolaan dana, mulai dari tempat , cara ataupun objek investasi. 

Bank Syariah memiliki hak dan kebebasan penuh dalam 

menginvestasikan dana deposito ke berbagai sektor bisnis. Dalam 

pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah, bank (mudharib) bebas 

mengelola dana dari nasabah (shahibul maal) untuk diinvestasikan 

untuk usaha apapun dan bertempat dimana pun (Wahyuni & 

Afriyeni, 2019). 

Manfaat yang didapatkan nasabah dari deposito yakni sebagai 

alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada pemilik 

modal berupa nisbah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dari 

kedua belah pihak (profit sharing). Modal yang diinvestasikan oleh 

pemilik modal (nasabah) akan digunakan untuk pembiayaan di 

sektor riil oleh bank syariah lalu keuntungan yang didapat akan 

dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. 

Sehingga berapa pun keuntungan yang didapat akan diberikan sesuai 

dengan besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh.  

Setelah melakukan observasi lapangan ditemukan bahwa dalam 

penyusunan akad atau kontrak mudharabah muthlaqah dilakukan 

secara tertulis yang dalam artiannya akad atau kontrak tersebut 
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ditulis atau disalin secara langsung (kerja cepat) tanpa membuat 

perincian sebelum melakukan akad,sehingga hal ini membuat isi dari 

akad atau kontrak tersebut menjadi tidak sesuai dengan pembiayaan 

yang diakadkan antara nasabah dan pihak bank. Dalam hal 

pengawasan seperti yang tertera dalam fatwa DSN MUI yang 

menyatakan bahwa nasabah berhak menjadwalkan pengawasan 

terhadap usaha yang dilakukan meskipun dalam akad ini 

berdasarkan almanah yaitu kepercayaan antara nasabah dan bank 

namun tetap saja nasabah berhak menjadwalkan pengawasan, tetapi 

dalam penerapannya bank tidak pernah mengatakan atau 

menginformasikan bahwa nasabah boleh menjadwalkan 

pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Hal ini 

tentu saja akan bertentangan dengan akad yang diakadkan jika dana 

yang digunakan oleh pihak bank tidak sesuai dengan Syariah yang 

telah ditentukan kedalam fatwa,sebaliknya ketika nasabah membuat 

kesepakatan dengan memberikan syarat dan ketentuan dengan 

memberikan syarat dan ketentuan kemana modal boleh digunakan, 

tempat usaha,jenis usaha bahkan objek usaha, maka hal itu juga akan 

membuat akad mudharabah muthlaqah berubah menjadi akad 

mudharabah muqayyadah dan hal ini menjadikan akad tidak sesuai 

dengan akad yang disepakati. Karna pada dasarnya saat pembukaan 

rekening nasabah hanya di berikan 2 pilihan yaitu Wadiah Yad 

Dhamanah (Titipan) dan Mudharabah Muthlaqah (Investasi) 

Mekanisme deposito mudharabah di dalam DSN MUI 

mengharuskan bank menutup biaya operasional, tetapi di dalam 
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penerapannya bank membuka biaya operasional sepeerti 

membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-

biaya yang berkaitan dengan biaya pengelolaan rekening antara lain 

seperti biaya materai,cetak laporan transaksi dan saldo rekening, 

pembukuan dan penutupan rekening. 

Hal ini memperlihatkan bahwa adanya biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh nasabah untuk proses pencairan deposito,yang 

seharusnya ditentukan didalam fatwa bahwa bank harus menutup 

segala biaya operasional yang dapat diartikan bahwa nasabah tidak 

diharuskan mengeluarkan sepeserpun biaya untuk operasional. 

Sehingga terjadi ketidaksesuai akad yang telah ditetapkan dalam 

fatwa DSN MUI.  

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif 

dan menguntungkan. Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana 

simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu 

prinsip syariah dan prinsip keuntungan, artinya pembiayaan yang 

akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping 

petimbangan pertimbangan keuntungan. Seperti pemberian 

pembiayaan harus kepada bisnis yang halal,tidak boleh kepada 

perusahaan atau bisnis yang memperoduksi makanan dan minuman 

yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan 

Syariah. 
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Perkembangan jumlah nasabah deposito di BTN Syariah 

Cabang Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Ini 

membuktikan bahwa tingkat kepercayaan nasabah kepada BTN 

Syariah semakin besar sehingga membuat semakin banyak nasabah 

yang mendepositokan dana yang mereka miliki kepada BTN Syariah 

Banda Aceh, sehingga membuat pihak bank seharusnya menjadi 

lebih optimal dalam menjalankan akad yang telah diakadkan antara 

nasabah dan pihak bank sesuai dengan ketentuan yang telah 

diberlakukan dalam fatwa DSN MUI. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Jumlah Nasabah Deposito BTN Syariah 

Cabang Banda Aceh 

 

Sumber: Data Diolah (2023) 
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BTN Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara maka jumlah 

nisbah yang diperoleh oleh bank lebih besar dibandingkan jumlah 

nisbah yang diperoleh oleh nasabah. Jumlah persentase nisbah bagi 

hasil yang diperoleh nasabah di BTN Syariah: 

Tabel 1. 1 Jumlah Persentase Nisbah BTN Syariah 

Jangka Waktu 

(bulan) 

Nisbah Untuk 

Nasabah 

Nisbah Untuk Bank 

1 29.50% 70,5% 

3 29.50% 70,5% 

6 29.50% 70,5% 

12 29.50% 70,5% 

24 29.50% 70,5% 

Sumber: Data Dokumentasi BTN Syariah (2023) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida (2018) tentang 

Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Btn 

Prima lb di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Syariah Jombang (dimana dalam 

pengaplikasiannya dilapangan bank mempunyai modifikasi untuk 

menarik simpati calon nasabah tabungan) didapatkan hasil bahwa 

poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang 

memakai akad mudharabah dapat diimplementasikan secara optimal 

pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Pembatu Syariah Jombang. Dan dalam 

praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 
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Cabang Pembatu Syariah Jombang sesuai dengan teori mudharabah 

mutlaqah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam 

pelaksanaannnya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad 

mudharabah mutlaqah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al- Hasni (2017) tentang Akad 

Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah 

ditemukan bahwa mengenai aspek penyusan akad/kontrak 

mudharabah muthlaqah masih mengandalkan kerja cepat 

(menyalinnya secara langsung) sehingga isi dari kontrak tersebut 

kadang-kadang tidak sesuai dengan pembiayaan yang diakadkan 

antara nasabah dan pihak bank.  

Berdasarkan pemaparan dan fenomena di atas, untuk 

mengetahui penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk 

deposito yang dilakukan oleh BTN Syariah Banda Aceh, maka 

penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Akad Mudharabah 

Muthlaqah  di Perbankan Syariah pada Produk Deposito BTN iB 

(Studi Kasus BTN Syariah Banda Aceh). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Implementasi akad mudharabah muthlaqah di BTN 

Syariah pada Produk Deposito? 

2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di 

BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Mudharabah? 
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3. Bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di 

BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan Fatwa DSN-

MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi akad mudharabah muthlaqah di 

BTN Syariah pada Produk Deposito 

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah 

muthlaqah di BTN Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah 

3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah 

muthlaqah di BTN Syariah pada Produk Deposito berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan, serta pengalaman di bidang perbankan Syariah, 

khususnya ilmu tentang akad mudharabah mutlaqah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai wadah dalam pengaplikasian keilmuan yang diperoleh 

dalam perkuliahan, menambah wawasan dan menjadi pendorong 

dalam pengembangan ilmu perbankan. 
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b. Bagi Objek Penelitian  

Dapat menjadi masukan untuk BTN Syariah Banda Aceh dengan 

tujuan menjadikan BTN Syariah Banda Aceh menjadi BTN 

Syariah Banda Aceh yang menjalankan prinsip syariah sesuai 

ajaran islam yang sudah ditetapkan.  

c. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi pembacanya serta dapat menjadi referensi bagi 

pembaca dalam pengambilan penelitian yang sama. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini dapat memberikan arahan kebijakan dan 

pengembangan terkait perbaikan kinerja oleh BTN Syariah Banda 

Aceh. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Pada bagian sistematis penulisan, peneliti menyajikan bagian-

bagian bab serta isi dari proposal ini sehingga memudahkan 

pembaca dalam memahami bagian isi proposal ini. Adapun bagian-

bagian tersebut yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini terdiri dari latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori 

terkait yaitu pembahasan secara luas terhadap judul 
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yang diambil oleh peneliti, penelitian terkait yaitu 

peneliti menyampaikan hasil dari temuan-temuan 

penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yaitu 

peneliti memberikan gambaran atau kerangka yang 

menjelaskan mengenai hubungan antar variabelpada 

judul yang diteliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai jenis 

peneliti,sumber data penelitian, Teknik pengumpulan 

data, Teknik analisis data dan mengenai informasi 

terkait populasi dan sampel yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang menjawab rumusan permasalahan 

serta pembahasan yang di lakukan peneliti. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab terakhir ini yang akan menjadi bab penutup 

dari penelitian ini yaitu kenapa kesimpulan dari hasil 

penelitian seta berisikan saran-saran sebagai 

rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam 

penelitian yang telah di lakukan.
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BAB Il  

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Implementasi  

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement 

yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang 

undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan 

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan 

kenegaraan. Beberapa pemahaman menunjukkan bahwa konsep 

implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau 

organisasi ketika tindakan tersebut memiliki efek yang konsisten 

dengan tujuan penerapannya. (Wahab, 2008). 

2.1.1 Unsur–Unsur Implementasi  

Menurut Abdul Wahab (2008) untuk melakukan fungsinya, 

implementasi terdiri dari beberapa unsur berikut: 

1. Pelaksanaan program  

2. Menentukan kelompok target  

3. Melakukan pelaksanaan   

2.1.2 Faktor–Faktor Implementasi  

Faktor–faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam 

sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi 

kebijakan dikelola dalam tugas- tugas (Dwidjoto, 2004) :  
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1. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung 

dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai 

kebijakan pelaksanan.   

2. Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, 

yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan 

mengendalikan dengan konsep- konsepnya: Desain organisasi 

dan struktur organisasi, Pembagian pekerjaan dan desain 

pekerjaan, Integrasi dan koordinasi, Perekrutan dan penempatan 

sumber daya manusia, Hak, wewenang dan kewajiban, 

Pendelegasian, Pengembangan kapasitas organisasi dan 

kapasitas sumber daya manusia, Budaya organisasi.  

3. Penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi 

sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan 

sumber daya yang digunakan, pada kebijakan fase ini sekaligus 

diberikan pedoman keputusan atau ruang gerak bagi individu 

pelaksana untuk memilih tindakan sendiri dalam batas 

wewenang untuk menghadapi situasi khusus dan menerapkan 

prinsip-prinsip dasar good governance.   

4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan 

melakukan proses monitoring secara berkala dan 

konsepkonsepnya, seperti: Desain pengendalian, Sistem 

informasi manajemen, Monitoring, Audit, Pengendalian 

anggaran atau keuangan. Implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, 
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terdapat dua pilihan langkah, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program–program atau 

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut (Dwidjoto, 2004). 

2.2 Akad 

Dalam kehidupan bersosial masyarakat manusia tidak akan 

pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) (Nurhadi, 2019). Akad 

di dalam bahasa arab diartikan sebagai “ikatan” yang terjadi diantara 

dua belah pihak atau lebih ketika melakukan suatu hal, ikatan yang 

terbentuk dapat bersifat konkret maupun abstrak, bisa dari satu sisi 

ataupun dua sisi (Firdaus & dkk, 2007). Selanjutkan disebutkan 

dalam kita Al- Misbah Al- Munir dan kitab arab lainnya yakni : 

‘aqada al-habl’ (mengikat tali) atau ‘aqada al-bay’ (mengikat jual-

beli) atau ‘aqada al’ahd’ (mengikat perjanjian) fan’aqada (lalu 

terikat) (Az-Zahaili, 2011):420. Terakhir di dalam Al- Quran istilah 

yang berhubungan dengan konsep akad (perjanjian), ialah kata 

al’aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Salah satu ayat pada Al- 

Quran yang menjelaskan istilah akad terdapat dalam surat Al- 

Maidah ayat 1, istilah kata ‘aqdu menunjukkan terjadinya dua 

perjanjian atau lebih, yakni jika seseorang berjanji selanjutnya janji 

tersebut disetuji oleh orang lain maka telah terjadi perikatan dari dua 

orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama (Suhendi, 

2011):76. 



 

17 

 

2.2.1 Pengertian Akad Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah mutlaqah atau yang disebut juga dengan istilah 

unrestricted mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang 

memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal 

dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan 

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Pada 

prinsipinya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara 

mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelola, sebab 

mudaharabah merupakan percampuran antara badan pengelola 

(pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga 

pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (syirkah) 

(Al-Hasni, 2017). 

Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sebagaimana yang 

dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio, seringkali dicontohkan 

dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari 

shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat 

besar (Al-Hasni, 2017). 

2.2.2 Landasan Hukum 

Secara umum, landasan syari’ah al-mudharabah lebih 

mencerminkan  anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak 

dalam ayat dan hadits berikut ini: 

a. Al-Qur’an 

هِ نِْ فضَْلهِ الّلٰ ِ يبَتَْغُوْنَِ مه ِ الَْْرْضه  وَاٰخَرُوْنَِ يضَْْهبوُْنَِ فه

“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah…”.8 (QS. Al-Muzammil (73): 20 
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Yang menjadi wajhud-dilalah ( و ج   ه   الد   ل    ل   ه   ) atau argument dari 

surah tersebut adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar 

kata mudharabah yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha 

(RI D. A., 2011) 

b. Al-Hadits 

سَنُ بحنُ عَلِي ٍّ  ثَ نَا الْحَ ثَ نَا نَصحرُ بحنُ حَدَّ رُ بحنُ ثََبِتٍّ الحبَ زَّارُ حَدَّ ثَ نَا بِشح لُ حَدَّ لََّّ الْحَ  

 الحقَاسِمِ عَنح عَبحدِ الرَّحْحَنِ بحنِ دَاوُدَ عَنح صَالِحِ بحنِ صُهَيحبٍّ عَنح أبَيِهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ ثَلََّثٌ فِيهِنَّ الحبََكََةُ  الحبَ يحعُ إِلََ أَجَلٍّ وَالحمُقَارَضَةُ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  

لََّطُ الحبَُِ  بِِلشَّعِيِر للِحبَ يحتِ لََ للِحبَ يحعِ   وَأَخح

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal 

berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar 

berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari  

Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia 

berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya 

terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo (secara tangguh), 

muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai 

(tepung) untuk di konsumsi orang-orang rumah (keperluan rumah), 

bukan untuk dijual” (MUI, 2006). 

c. Ijma’ 

 Imam Zailai sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad 

Syafi’I Antonio, telah menyatakan bahwa para sahabat telah 

berkonsensus11 terhadap legitimasi12 pengolahan harta yatim 
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secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan 

spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid. 

2.2.3 Penerapan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Mudharabah 

a. Ketentuan Pembiayaan 

Mudharabah dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama bisnis 

antara kedua belah pihak. Nasabah menyediakan seluruh dana 

(100%) sebagai pemilik dana yaitu sebagai pihak pertama (shahibul 

maal) dan bank sebagai pengelola dana yaitu pihak kedua yang 

bertindak sebagai pengelola. Dalam konsep mudharabah, 

kepentingan bisnis dibagi menurut semua kesepakatan para pihak 

yang disebutkan dalam kontrak. Jika Nasabah mendapatkan 

kerugian finansial dan pihak pertama  membayar, dalam hal itu 

dikarenakan kesalahan perusahaan pengelola atau bank dan 

perusahaan pengelola dana  harus membayar. Disini jaminan juga 

hanya berlaku sebagai objek yang dijaminkan. Bahkan jika ada 

kerugianpun pihak Bank yang akan menanggung kerugiannya. 

Namun dalam hal pengawasan Nasabah berhak menjadwalkan 

pengawasan terhadap usaha yang dilakukan. Pada fatwa DSN 

tentang pembiayaan Mudharabah memang dijelaskan bahwa akad 

pembiayaan Mudharabah ini adalah akad yang didasarkan kepada 

almanah yaitu kepercayaan antara nasabah dan bank. 
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b. Rukun dan Syarat Pembiayaan  

Sesuai fatwa DSN dapat disimpulkan rukun dan syarat 

pembiayaan sebagai berikut : 

1. Harus adanya Pemilik modal (shohibul maal) dimana yang 

bertindak sebagai pemilik modal adalah nasabah dari sebuah 

bank 

2. Harus ada Pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha) 

dimana yang bertindak sebagai pelaksanaan usaha atau 

pengelola dana adalah bank. 

3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul) dimana harus 

adanya akad yang terjadi antara nasabah (pemilik modal) dan 

bank (pengelola dana) sesuai dengan kesepakatan dan kontrak 

yang tidak melenceng dari prinsip Syariah. Syarat yang terkait 

dengan orang yang melakukan akad (Aqidain), yaitu: Cakap 

bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang 

berakad (aqid) dan Pemilik dana tidak boleh mengikat dan 

melakukan intervensi kepada pengelola dana. 

4. Objek mudharabah (pokok atau modal) dimana modal harus 

diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Modal 

harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset 

diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki 

nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak, besarnya 

ditentukan secara jelas di awal akad, Modal bukan merupakan 

pinjaman (hutang), Modal diserahkan langsung kepada 

pengelola dana dan secara tunai, Modal digunakan sesuai 
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dengan syarat-syarat akad yang disepakati, pengembalian 

modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan 

bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah 

5. Usaha (pekerjaan pengelola modal) yaitu kegiatan usaha oleh 

pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal 

yang disediakan oleh penyedia dana 

6. Nisbah keuntungan. Dimana Keuntungan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari 

modal yang dikelola, Penentuan angka keuntungan dihitung 

dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola 

dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Pengelola 

dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah 

diinvestasikan dalam usaha, Pengelola dana berhak memotong 

biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal 

mudharabah. 

c. Ketentuan Hukum Pembiayaan  

1. Mudharabah boleh dibatasi pada waktu tertentu, dalam arti 

kesepakatan dapat dibuat atau dijangkakan pada waktu 

tertentu semisal satu periode.  

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan ( mu’allaq) dengan sebuah 

kejadian dimasa depan yang belum terjadi karna hal ini bisa 

saja merugikan atau hanya menguntungkan satu pihak saja. 

3. Pada dasarnya , dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, 

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali 
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akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan,  

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2.3 Deposito 

2.3.1 Pengertian Deposito 

Deposito merupakan dana yang investasikan oleh nasabah 

kepada bank yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Sifat 

deposito hanya dapat dilakukan penarikan pada waktu tertentu sesuai 

kesepakatan antara bank dan nasabah. Sehingga pada umumnya 

balas jasa yang dilakukan nasabah berupa nisbah akan memiliki 

jumlah yang lebih tinggi untuk bank dari pada nasabah (Ismail, 

2011). 

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, 

Deposito merupakan dana yang diinvestasi kan berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain sesuai prinsip syariah yang penarikannya 

dilakukan hanya pada waktu tertentu sesuai kesepakatan bank dan 

nasabah (Umam & Utomo, 2016). 

Deposito syariah adalah deposito yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah 

mengelurkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang benar 

adalah deposito berdasrkan prinsip mudharabah. Deposito 

didefinisikan sebagai simpanan dana berjangka yang penarikan 
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hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian awal 

nasabah dengan bank. Deposito merupakan sebuah produk bank 

yang mirip dengan jasa tabungan lain yang ditawarkan kepada 

masyarakat atau orang ketiga (Wahyuni & Afriyeni, 2019). 

Pada pelaksanaan deposito pihak bank harus mengutamakan 

prinsip-prinsip muamalah. Salah satu prinsip yang selalu menjadi 

ladasan dalam bermuamalah adalah kejujuran sebagaimana yang 

terdapat dalam AlQur’an surat An-Nisa ayat 29. 

نَكُمح  امَحوَالَكُمح  تََحكُلُوحْٓا لََ  اٰمَنُ وحا الَّذِيحنَ  ايَ ُّهَاي    تَِِارةَ   تَكُوحنَ  انَح  اِلََّْٓ  بِِلحبَاطِلِ  بَ ي ح  

تُ لُوحْٓا وَلََ   ۗمِ نحكُمح  تَ رَاضٍّ  عَنح  رَحِيحم ا بِكُمح  كَانَ  اللَّٰ َ  اِنَّ   ۗانَ حفُسَكُمح  تَ قح  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. (Q.S. An-Nisa: 29) (RI D. A., 2011) 

Pada ayat di atas Allah mengharamkan memakan harta 

dengan cara yang haram menurut agama seperti riba dan gasab atau 

merampas kecuali dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar 

suka rela dari kedua belah pihak. Hal ini dilarang karna hal tersebut 

dapat memberikan kerugian terhadap salah satu pihak yang 

dilakukan tidak jujur atau penipuan. 

2.3.2 Landasan Hukum 

Landasan syar’i deposito seperti diterangkan oleh fatwa DSN-

MUI, diantaranya adalah: QS An-Nisa‟ [4]: 29  

Secara syar‟i, deposito itu ada dua macam, yaitu:  
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a. Deposito yang tidak dibenarkan syariah; yaitu deposito yang 

berdasarkan perhitungan bunga, dan 

b. Deposito yang dibenarkan; yaitu deposito yang berdasarkan 

mudharabah.  

Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi dua, yaitu:  

a. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada 

waktu yang telah diperjanjikan.  

b. Deposito berjangka otomatis (outomatic over), yaitu deposito 

yang yang pada saat jatuh tempo (Hakim, 2011). 

Otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa ada 

permintaan dari deposan. Yang dijadikan landasan syari‟ah dalam 

deposito yaitu :  

1)  Al-Qur‟an  

نَكُمح  بِِلحبَاطِلِ  اِ لََّْٓ  انَح  تَكُوحنَ  تَِِارةَ   عَنح   يَْٰٓ ي ُّهَا الَّذِيحنَ  اٰمَنُ وحا لََ  تََحكُلُوحْٓا امَحوَالَكُمح  بَ ي ح
 تَ رَاضٍّ  مِ نحكُمح 

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu…” (An-Nisaa‟:29) (RI K. A., 2009). 

 Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih 

khusus kepada transaksi jual beli. Dalam ayat ini Allah 

mengharamkan orang beriman untuk memakan memanfaatkan, 

menggunakan dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 
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dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. 

Kita boleh bertansaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 

perdagangan berasas saling ikhlas dan ridha. 

2)  Al-Hadits  

 Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas: 

تََطََ  عَلَى  كَانَ  سَيِ دُنَ  الحعَبَّاسُ  بحنُ  عَبحدِ  الحمُطلَِ بِ  إِذَا دَفَعَ  الحمَالَ  مُضَاربَةَ   اِشح
تََِيَ  بهِِ  دَابَّة   ذَاتَ  ، وَلََ  يَشح لُكَ  بهِِ  بََحر ا، وَلََ  يَ نحزلَِ  بهِِ  وَادِي   صَاحِبِهِ  أَنح  لََ  يَسح

 كَبِدٍّ  رَطحبَةٍّ، فإَِنح  فَ عَلَ  ذَلِكَ  ضَمِنَ، فَ بَ لَغَ  شَرحطهُُ  رَسُوحلَ  اللِ  صَلَّى اللُ  عَلَيحهِ  وَآلهِِ 
 وَسَلَّمَ  فَأَجَازهَُ   رواه  الطبَاني ف  الأوسط عن ابن عبا

“Abbas bin Abdul Muthalin jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba 

situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (MUI, 2006). 

2.3.3 Mekanisme 

Aplikasi akad mudharabah secara teknis dalam deposito dapat 

dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS 

tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan 

dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah 

dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah 

dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Menurut teori yang dikemukakan 



 

26 

 

oleh Muhammad kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas 

dasar akad mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai 

berikut: 

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah 

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).  

2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-

batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah 

muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan batasan-

batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah). 

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai 

karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai 

transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi 

nasabah. 

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas 

pembukuan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad 

mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis.  

5. Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara 

jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh 

nasabah.  

6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang 

disepakati. 

7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai 

waktu yang disepakati. 
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8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi 

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya 

pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan 

transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan 

rekening.  

9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan 

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN 

MUI/IV/2000 mekanisme deposito mudharabah yaitu:  

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 

atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola 

dana.  

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharaib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 

mudharabah dengan pihak lain.  

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang.  

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.  

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional dana 

deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya.  

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah 

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
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Ada beberapa perbedaan tentang mekanisme deposito 

mudharabah  antara Fatwa DSN MUI dengan teori yang 

dikemukakan oleh para teoritis. Di dalam DSN MUI bank menutup 

biaya operasional, tetapi di dalam teori teori bank dibuka biaya 

operasional.  

Proses pencairan deposito mudharabah hanya dapat dilakukan 

dengan:  

1. Deposan harus membawa bukti diri. 

2. Deposan harus membawa bukti bahwa terbukti memiliki 

deposito di bank tersebut.  

3. Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito.  

4. Jika tidak diambil maka bisa dilakukan ARO (Automatic Roll 

Over)  

5. Deposan harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar 

mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak. 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif 

dan menguntungkan. Secara umum, konsep sistem operasional bank 

syariah adalah:  

Pertama, bank syariah sebagai penghimpun dana dari pihak 

surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada 

bank untuk  disimpan dan dikelola sesuai hukum syariah. Dana yang 

dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang 
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saham), dana pihak kedua (peminjam dari bank dan bukan bank, atau 

pinjaman dari Bank Indonesia) dan dana pihak ketiga (nasabah 

simpanan).  

Kedua, bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang 

membutuhkan berupa kredit atau pembiayaan. Setelah bank 

menghimpun dana dari pihak ketiga, maka sesuai dengan fungsi 

intermediarynya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut 

melalui pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan 

strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan 

rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. 

Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:  

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko 

yang rendah. 

2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga 

agar posisi likuiditas tetap aman.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank harus 

diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua 

kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana 

bank syariah pada dasarnya digunakan secara produktif untuk 

memperoleh pendapatan.  

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari 

masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan 

prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus 

mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping petimbangan 

pertimbangan keuntungan, misalnya pemberian pembiayaan harus 
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kepada bisnis yang halal,tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis 

yang memperoduksi makanan dan minuman yang diharamkan, 

perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. (Sujita, 

2018). 

2.3.4 Produk Deposito Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang 

berkaitan dengan deposito,memutuskan yang tidak dibolehkan 

sesuai prinsip Syariah yaitu deposito yang menggunakan bunga 

dalam pelaksaannya. Serta deposito yang dibolehkan yaitu deposito 

yang berlandaskan kepada prinsip Mudharabah. Sedangkan dalam 

implementasinya dalam perbankan Syariah tentunya wajib 

mengikuti dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku pada 

fatwa DSN MUI tersebut. Seperti : 

1. Dalam transaksi deposito ini Nasabah akan bertidak sebagai 

sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai 

mudharib atau pengelola dana. Dimana Bank akan bertindak 

sebagai pelaku pengelola dana dan Nasabah sebagai pemilik 

dana akan menyimpan dana mereka dalam bentuk tabungan 

deposito 

2. Dalam transaksi Deposito ini kapasitasnya sebagai mudharib, 

bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, 

termasuk didalamnya mutharabah dengan pihak lain. Dimana 
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dalam hal pengelolaan jenis usaha ini bank diwajibkan 

mengembangkan dana yang diperoleh dari nasabah yang 

mendepositokan dananya tidak bertentangan dengan prinsip 

Syariah dan termasuk bekersama dengan pihak lain pun harus 

tetap sesuai dengan prinsip Syariah yang telah diputuskan dalam 

fatwa. 

3. Dalam transaksi Deposito ini Modal harus dinyatakan dengan 

jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dimana 

nasabah harus menyertakan modal pada saat pembukaan 

tabungan deposito secara tunai dan tidak berbentuk piutang. 

4. Dalam transaksi Deposito ini Pembagian keuntungan harus 

dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening. Dimana Dalam melaksanakan kegiatan 

usaha dibidang deposito pada Bank secara prosedur, Bank harus 

menyampaikan pada awal pembukaan rekening kepada nasabah 

mengenai produk deposito dan keuntungan dari deposito pada 

Bank tersebut tanpa mengurangi dan menambahkan hal-hal 

yang tidak benar dan tidak sesuai prinsip Syariah. 

5. Dalam transaksi Deposito ini Bank sebagai mudharib menutup 

biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah 

keuntungan yang menjadi haknya. Dimana untuk pembukaan 

rekening deposito dalam bank tidak dipeerkenankan dari bank 

untuk nasabah memungut biaya administrasi dan untuk biaya 

penutupan pun tidak dibolehkan dari bank untuk memungut 

biaya administrasi. Meskipun dari nasabah ingin memberikan 
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untuk pihak bank tetapi tetap saja hal itu tidak diperbolehkan 

dan akan melanggar prinsip Syariah yang telah berlaku. 

6. Dalam transaksi Deposito ini Bank tidak diperkenankan 

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan. Dimana bank tidak diperbolehkan melakukan 

penarikan atau pengurangan nisbah tanpa persetujuan pemilik 

tabungan deposito kecuali pembebanan pajak penghasilan 

(PPh), Karena pada dasarnya bank telah diberi kuasa oleh 

nasabah untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan atas 

pendapatan bagi hasil deposito yang diterima nasabah sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku. 

2.4 Penelitian Terkait 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memastikan kaeaslian 

penelitian sehingga penulis melakukan perbandingan penelitian 

dengan beberapa penelitian sebelumnya yang relavan, dimaksudkan 

pula untuk memberi gambaran tentang perbedaan fokus masalah 

penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) tentang 

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan 

BTN Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KC. Serang) 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan 

tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam produk 

tabungan. Persamaan peneliti Rizki Amalia (2020) dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek 

penelitian yang sama-sama membahas tentang Implementasi Akad 
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Mudharabah Muthlaqah, Persamamaan lain adalah sama-sama 

menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian nya yang mana penelitian terdahulu dillakukan pada BTN 

Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KC. Serang) dan 

penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah Banda Aceh dan 

penelitian terdahulu berkofus pada produk tabungan sedangkan 

penelitian ini berfokus terhadap produk deposito, lalu penelitian 

terdahulu dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2022.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida (2018) tentang 

Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Btn 

Prima lb di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Syariah Jombang. Penelitian ini bersifat 

Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad 

Mudharabah Mutlaqah dalam produk tabungan. Persamaan peneliti 

Rizkaumi Farida (2018) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-

sama membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah 

Muthlaqah. Persamamaan lain adalah sama-sama menggunakan data 

primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian nya yang mana 

penelitian terdahulu dilakukan pada Btn Prima lb di PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah 

Jombang dan penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Syariah 
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Banda Aceh dan penelitian terdahulu berkofus pada produk 

tabungan sedangkan penelitian ini berfokus terhadap produk 

deposito, lalu penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al- Hasni (2017) tentang Akad 

Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah. 

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan 

tentang penerapan akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perbankan 

Syariah. Persamaan peneliti Fariz Al-Hasni (2017) dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objek 

penelitian yang sama-sama membahas tentang Akad Mudharabah 

Muthlaqah. Persamamaan lain adalah sama-sama menggunakan data 

primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

perbedaannya penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. 

Penelitian yang dilakukan Amirudin Ahya (2012) tentang 

Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito 

Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang ditinjau dari Fatwa 

DSN No.3/DSN=MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Penelitian ini 

bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penerapan 

akad Mudharabah Mutlaqah pada produk Deposito, Penelitian ini 

hanya mengkhususkan penerapan produk saja. Persamaan peneliti 

Amirudin Ahya  (2012) dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-

sama membahas tentang Implementasi Akad Mudharabah 
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Muthlaqah dan ditinjau dari Fatwa DSN No.3/DSN=MUI/IV/2000 

Tentang Deposito, penelitian ini juga sama-sama berfokus terhadap 

produk deposito. Persamamaan lain adalah sama-sama 

menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian nya yang mana penelitian terdahulu dillakukan pada BTN 

Kantor Cabang Syariah Malang dan penelitian ini dilakukan pada 

Bank BTN Syariah Banda Aceh dan  penelitian terdahulu dilakukan 

pada tahun 2012 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 

2022. 

Penelitian yang dilakukan Etika Pramadya Paramita (2011) 

tentang Implementasi Prinsip mudharabah Mutlaqah pada BNI iB 

Deposito di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Penelitian ini bersifat 

Deskriptif Kualitatif. Yang memfokuskan tentang penerapan akad 

Mudharabah Mutlaqah dalam iB Deposito. Penulis hanya membahas 

penerapannya saja. Persamaan peneliti Etika Pramadya Paramita 

(2011) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dan objek penelitian yang sama-sama membahas 

tentang Akad Mudharabah Muthlaqah, penelitian ini juga sama-

sama berfokus terhadap produk deposito. Persamamaan lain adalah 

sama-sama menggunakan data primer dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi.  Sedangkan perbedaannya terletak 

pada lokasi penelitian nya yang mana penelitian terdahulu 

dillakukan pada BNI Syariah Cabang Pekalongan dan penelitian ini 

dilakukan pada Bank BTN Syariah Banda Aceh dan penelitian 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

terdahulu dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2022. 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 

No Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Amalia (2020) 

Implementasi 

Akad Mudharabah 

Muthlaqah Pada 

Produk Tabungan 

BTN Prima iB 

(Studi Kasus di 

Bank BTN Syariah 

KC. Serang) 

Deskriptif 

Kualitatif, Data 

yang digunakan 

yaitu data sekunder 

dan primer dengan 

melakukan 

wawancara, 

dokumentasi dan 

observasi. 

Penerapan akad 

Mudharabah Muthlaqah 

sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI No. 03/DSN 

MUI/IV/2000 tentang 

Deposito. 

2 Farida (2018) 

Implementasi 

Akad Mudharabah 

Mutlaqah pada 

Tabungan Btn 

Prima lb di PT. 

Bank Tabungan 

Negara (Persero) 

Tbk Kantor 

Cabang Pembantu 

Syariah Jombang 

 

Deskriptif 

Kualitatif, Data 

yang digunakan 

yaitu data primer 

dan sekunder 

dengan melakukan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

 

 

 

 

 

Syariah Jombang dan 

dalam praktiknya di PT. 

Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor 

Cabang Pembatu Syariah 

Jombang sesuai dengan 

teori mudharabah mutlaqah 

yang ada dalam Muamalah 

Islam karena dalam 

pelaksanaannnya sudah 

memenuhi syarat dan 

rukun dari akad 

mudharabah mutlaqah 

3 Al- Hasni (2017) 

Akad Mudharabah 

Muthlaqah dalam 

Praktik Perbankan 

Syariah 

Deskriptif 

Kualitatif, Data 

yang digunakan 

yaitu data primer 

dan sekunder 

dengan melakukan 

Aspek penyusan 

akad/kontrak mudharabah 

muthlaqah masih 

mengandalkan kerja cepat 

(menyalinya secara 

langsung) sehingga isi dari 
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observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

kontrak tersebut kadang-

kadang tidak sesuai dengan 

pembiayaan yang 

diakadkan antara nasabah 

dan pihak bank. 

4 Amirudin  Ahya 

(2012) 

Implementasi 

Akad Mudharabah 

Mutlaqah Pada 

Produk Deposito 

Syariah di BTN 

Kantor Cabang 

Syariah Malang  

ditinjau dari Fatwa 

DSN 

No.3/DSN=MUI/I

V/2000 Tentang 

Deposito 

 

Deskriptif 

Kualitatif, Data 

yang digunakan 

yaitu data primer 

dan sekunder 

dengan melakukan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

BTN kantor Cabang 

Syariah Malang. Poin 

tersebut adalah mengenai 

dana yang disetorkan oleh 

nasabah, yang di dalam 

fatwa disebutkan harus 

berupa dana tunai akan 

tetapi pada aplikasinya 

terdapat dana hasil dari 

piutang yang dimasukkan 

pada produk deposito 

syariah. Selain itu poin 

selanjutnya adalah 

mengenai nisbah bagi hasil 

yang harus tetap, pada 

praktiknya nisbah bagi 

hasil yang sudah disepakati 

selalu berubah dan 

perubahan tersebut yang 

menentukan adalah pihak 

bank, sedangkan pihak 

nasabah hanya menyetujui 

perubahan tersebut. 

5 Etika Pramadya 

Paramita (2011) 

Implementasi 

Prinsip 

mudharabah 

Mutlaqah pada 

BNI iB Deposito di 

BNI Syariah 

Cabang 

Pekalongan 

Deskriptif 

Kualitatif, Data 

yang digunakan 

yaitu data primer 

dan sekunder 

dengan melakukan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

maal. Dalam kapasitasnya 

sebagai mudharib, bank 

diberikan kekuasaan penuh 

untuk mengelola dana 

nasabah dan membagi 

hasilkan keuntungan yang 

diperoleh. Untuk 

perhitungan bagi hasil BNI 

iB deposito, pelaksanaanya 

sesuai dengan prinsip 

mudharabah, dimana besar 

kecilnya bagi hasil yang 

diterima bergantung pada 

pendapatan bank, nisbah 
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Sumber: Data diolah (2023) 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep 

mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan 

diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al- Hasni 

(2017) tentang Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik 

Perbankan Syariah didapatkan hasil penerapan akad mudharabah 

muthlaqah ini belum sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-

MUI/IV/2000 bahwa mengenai aspek penyusan akad/kontrak 

mudharabah muthlaqah masih mengandalkan kerja cepat 

(menyalinnya secara langsung) sehingga isi dari kontrak tersebut 

kadang-kadang tidak sesuai dengan pembiayaan yang diakadkan 

antara nasabah dan pihak bank. Dengan demikian, sangatlah penting 

untuk diketahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam 

praktik perbankan syariah agar persoalan-persoalan yang timbul di 

antara kedua belah pihak dapat diminimalisir dan tidak ada yang 

dirugikan. 

Berdasarkan penelitian di atas penulis tertarik untuk meneliti 

kesesuaian akad Mudharabah Muthlaqah yang diterapkan oleh BTN 

Syariah Banda Aceh terhadap produk Deposito dengan Fatwa DSN 

No.07/DSN-MUI/IV/2000, selain itu penulis akan melihat 

kesesuainnya dari segi Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 

bagi hasil deposito serta 

nominal deposito nasabah. 
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tentang Deposito. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini 

digambarkan pada gambar 2.1  

 

Tabel 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

Prosedur Penerapan Akad 

Mudharabah Muthlaqah 

 

Mekanisme Pendanaan 

Menggunakan Akad 

Mudharabah Muthlaqah 

Analisis Berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 

03/DSN-MUI/IV/2000 

Analisis Berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 

07/DSN-MUI/IV/2000 

Produk dan Layanan BTN Syariah 

Pembiayaan Pendanaan Jasa 

Kesimpulan 
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BAB IlI  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode 

dekskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. 

Kekuatan kritisme penelitian menjadi senjata utama menjalankan 

semua proses penelitian (Sugiono, 2013). Penelitian kualitatif ini 

suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang 

terjadi dilapangan (Suryabrata, 2005). 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah 

suatu penelitian di mana untuk mengumpulkan data serta informasi 

penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang 

akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data 

penelitian (Surwanto, 2014) Peneliti akan terjun langsung ke BTN 

Syariah Banda Aceh untuk mewawancarai pihak-pihak yang 

mengerti mengenai Akad Mudrarabah Mutlaqah pada produk 

Deposito. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a) Data primer 

Data primer merupakan data penelitian yang 

diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber asli 

dilapangan, data primer dapat berupa informan atau opini 

subjek (orang) secara individu atau kelompok seperti hasil 

wawancara, dokumentasi maupun data-data lain yang dicatat 

saat wawancara dengan individu tertentu (Hasan, 2002). 

Data primer juga dapat diartikan sebagai bentuk data verbal 

atau kata-kata yang diucapkan oleh subjek yang dapat 

dipercaya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara 

khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil 

wawancara dan dokumentasi dengan pimpinan, karyawan 

Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

No. Jabatan 

Informan 

Keterangan Tujuan Wawancara Jumlah 

1. Headfunding 

BTN Syariah 

Banda Aceh 

Pihak yang 

bertanggung 

jawab dalam 

segala proses 

pendanan di BTN 

Syariah Banda 

Aceh.  

Untuk mengetahui 

Bagaimana 

kesesuaian 

Implementasi akad 

mudharabah 

muthlaqah di BTN 

Syariah berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 

07/DSN-

1 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

MUI/IV/2000 tentang 

Mudharabah. 

 

2. Karyawan 

bagian 

Customer 

Service BTN 

Syariah 

Banda Aceh 

 
 

Pihak yang 

mengurus segala 

pelaksanaan 

dalam pengajuan 

Deposito. 

Untuk mengetahui 

bagaimana penerapan 

akad mudharabah 

muthlaqah di BTN 

Syariah pada Produk 

Deposito. 

 

1 

3 Staff 

Funding 

BTN Syariah 

Banda Aceh 

 

Pihak yang 

terlibat dan 

mengurus dana 

Deposito 

Untuk mengetahui 

Bagaimana 

kesesuaian penerapan 

akad mudharabah 

muthlaqah di BTN 

Syariah pada Produk 

Deposito berdasarkan 

Fatwa DSN-MUI No. 

03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang 

Deposito. 

 

1 

Sumber: Data diolah (2023) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 
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Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dan mendalam untuk memahami suatu permasalahan 

yang akan diteliti (Rosaliza, 2015). Bentuk wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah 

wawancara yang dilakukan dengan melakukan persiapan 

terlebih dahulu seperti materi wawancara, membimbing alur 

wawancara dan lebih terjalin hubungan komunikasi (Bungin, 

2007). Teknik yang digunakan dalam wawancara yaitu dengan 

melakukan perekaman suara dan mencatat yang dikatakan oleh 

pihak BSI. 

Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara 

Landasan 

Teori 

 

Indikator 

 

Pedoman Pertanyaan 

 

Informan 

Penerapan 

akad 

mudharabah 

muthlaqah di 

BTN Syariah 

pada Produk 

Deposito 

 

1. Pengertian 

Akad 

Mudharabah 

Mutlaqah 

2. Mekanisme 

Akad 

Mudharabah 

Mutlaqah 

 
 

1. Bagaimana 

kegiatan 

menghimpun dana 

di BTN Syariah 

2. Produk apa saja 

yang ditawarkan 

oleh BTN Syariah 

3. Bagaimana 

pelaksanaan akad 

Mudharabah 

Mutlaqah di BTN 

Syariah 

4. Bagaimana 

mekanisme 

membuka rekening 

Karyawan 

bagian 

Customer 

Service 

BTN 

Syariah 

Banda 

Aceh 
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deposito pada 

produk deposito? 

5. Bagaimana 

implementasi akad 

Mudharabah 

Mutlaqah pada 

produk deposito? 

6. Bagaimana sistem 

bagi hasil deposito 

di BTN Syariah? 

7. Apakah nisbah 

bagi hasil dapat 

berubah? 

8. Apakah dana yang 

didepositkan 

merupakan dana 

yeng sifatnya 

tunai? 

9. Apakah ada 

ketentuan waktu 

dalam produk 

deposito? 

10. Bagaimana sistem 

penalty yang 

diterapkan BTN 

Syariah jika ada 

nasabah yang 

mengambil 

dananya sebelum 

jatoh tempo? 

11. Untuk perolehan 

bagi hasil deposito 

itu kan tergantung 

pada keuntungan 

usaha yang 

dijalankan oleh 

pihak bank. 

Apabila bank 

mendapati usaha 
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tersebut 

mengalami 

kerugian. 

Bagaiman 

perolehan nisbah 

bagi hasil yang 

akan didapat oleh 

nasabah? 

12. Sejauh ini 

bagaiman 

perkembangan dan 

peran deposito 

terhadap 

masyarakat? 

13. Jenis deposito 

mana yang paling 

diminati 

masyarakat? 

14. Berapa jumlah 

nasabah deposito?  
Kesesuaian 

Fatwa DSN-

MUI No. 

07/DSN-

MUI/IV/2000 

tentang 

Mudharabah. 

 

1. Fatwa DSN-

MUI No 

07/DSN-

MUI/IV/2000  

2. Perbandingan 

implementasi 

Mudharabah 

Muthlaqah 

dengan Fatwa 

DSN-MUI 

No 07/DSN-

MUI/IV/2000  

1. Apakah Lembaga 

Keuangan Syariah 

telah menyalurkan 

pembiayaan 

kepada pihak lain 

untuk suatu usaha 

yang produktif saja  

? 

2. Bagaimana 

ketentuan jangka 

waktu usaha, tata 

cara pengembalian 

dana dan 

pembagian 

keuntungan ? 

Apakah ditentukan 

berdasarkan 

kesepakatan kedua 

belah pihak atau 

Head 

funding 

BTN 

Syariah 

Banda 

Aceh 
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hanya satu pihak 

saja? 

3. Apakah sebelum 

menjalin kontrak 

bank memberikan 

penjelasan 

mengenai 

mekanisme 

pembukaan, 

mekanisme 

penyetoran, 

mekanisme 

pencairan, 

mekanisme, 

perpanjangan 

jangka waktu, 

keuntungan serta 

kerugian yang 

akan dialami oleh 

kedua belah pihak 

kepada nasabah? 

4. Apakah ada 

ketentuan usaha 

yang diizinkan dan 

tidak dari pihak 

nasabah? 

5. Apakah dari pihak 

nasabah boleh 

melakukan 

pengawasan 

terhadap dana yang 

didepositokan? 

Kesesuaian 

Fatwa DSN-

MUI No. 

03/DSN-

MUI/IV/2000 

1. Fatwa DSN-

MUI No. 

03/DSN-

MUI/IV/2000 

Perbandingan 

implementasi 

1. Akad apa yang 

digunakan dalam 

deposito Syariah di 

BTN Syariah 

Banda Aceh ? 

Staff 

Funding 

BTN 

Syariah 

Banda 

Aceh 
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Tabel 3.2 Lanjutan 
tentang 

Deposito. 

Mudharabah 

Muthlaqah 

dengan Fatwa 

DSN-MUI 

No. 03/DSN-

MUI/IV/2000  

2.  Bagaimana 

ketetapan usaha 

yang diizinkan 

dalam deposito di 

BTN Syariah 

Banda Aceh ? 

3. Bagaimana 

ketentuan modal 

dalam deposito 

Syariah di BTN 

Syariah Banda 

Aceh ? 

4. Bagaimana 

Ketentuan nisbah 

dalam deposito 

Syariah di BTN 

Syariah Banda 

Aceh ? 

5. Bagaimana 

Ketentuan biaya 

operasional dalam 

deposito Syariah di 

BTN Syariah 

Banda Aceh ? 

6. Apakah nibah 

keuntungan di 

BTN Syariah bisa 

dikurangi tanpa 

persetujuan 

nasabah ? 

 

Sumber: Data diolah (2023) 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

menggabungkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik 
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(Nilamsari, 2014). Dokumen yang diperoleh kemudian 

dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu 

kajian yang sistematis. 

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan triangulasi, 

triangulasi merupakan kegiatan untuk menyatukan informasi 

(kualitatif) untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap 

data dan fakta yang dimiliki dengan cara pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagi cara dan berbagi waktu 

(Bachri, 2010). 

3.4  Metode Dan Teknik Analisis Data 

Untuk dapat menganalisis hasil dari penelitian yang akan 

dilakukan sehubungan dengan penerapan akad Mudharabah 

Muthlaqah di Bank BTN Syariah Banda Aceh. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik 

analisis data Marshal dan Rossman. Teknik ini mengajukan analisa 

data kualitatif untuk proses analisis data. Ada pun tahapan– tahapan 

yang dilakukan yaitu (Sugiono, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber: Sudaryono (2017) 

Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data 
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1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data - data mentah. dalam 

hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneiliti yaitu 

wawancara dimana peneliti turun langsung ke lapangan 

melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah dan 

dokumentasi.  

2. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan pengklafikasian, mengkode, membuat 

ringkasan untuk menyesuaikan data dari hasil penelitian. Pada 

penelitian ini, reduksi data yang dilakukan, dengan membuat 

ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman 

terhadap hal-hal diungkapkan oleh informan.  

3. Penyajian Data/Display Data 

Data yang telah dikelompokkan dan telah sesuai kode, di sajikan 

dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara 

keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk 

melakukan penganalisis dan penelitian selanjutnya. Dalam hal ini 

melakukan pengubahan dari rekaman menjadi tulisan secara 

verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang – 

ulang kali sehingga penulis mengerti hasil dari wawancara, 

kemudian dianalisis, sehingga di dapat gambaran pada hal yang 

diteliti. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, di 

mana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari 

hasil penelitian.  

4. Kesimpulan atau Verifikasi  
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Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di 

ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan 

penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di 

sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang benar. Kesimpulan akan muncul tergantung 

pada banyaknya kumpulan catatan di lapangan. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan 

kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari 

kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh 

kongkrit atau fakta–fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus. 

 

Tahapan dalam analisis data : 

1. Membuat rumusan masalah serta mengidentifikasi terkait 

dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang ada di Bank BTN 

Syariah Banda Aceh 

2. Membuat list pertanyaan yang akan di tanyakan kepada 

informan penelitian yakni pihak-pihak yang menangani 

deposito. 

3. Melakukan pengumpulan data yang sebelumnya sudah 

dilakukan triangulasi dari hasil wawancara dan studi 

dokumentasi. 

4. Melakukan reduksi data (Data Reduction) yaitu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan di lapangan sehingga data tersebut dapat 
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dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada 

hal-hal yang penting (Rijali, 2018). 

5. Penyajian data (Display Data) yaitu proses penyusunan 

informasi secara sistematik dalam rangka memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian (Nikmah, 

2014), penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam 

bentuk deskripsi informasi yang sistematis berbentuk narasi dan 

tabel. 

6. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

yakni usaha untuk menganalisa data yang didapatkan 

dilapangan ataupun diluar lapangan yang berdasarkan hasil 

wawancara dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan pada 

penelitian ini dilakukan setelah membadingkan kesesuian 

penerapan akad Mudharabah Muthlaqah dengan  Fatwa DSN-

MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dan 

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 PT Bank Tabungan Negara Syariah 

Hadirnya kerangka dual-Banking system atau sistem ganda 

dalam kerangka Arsitektur Perbankan Syariah (API) melalui 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta dikelaurkannya PBI 

Nomor 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank umum 

konvensional menjadi Bank umum berlandasakan prinsip syariah 

oleh Bank umum konvensional telah memberikan dampak yang 

signifikan dalam perkembangan Bank syariah di Indonesia, 

diantaranya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank umum 

konvensional semakin bertambah. Dampak selanjutnya tentu akan 

membuat persaingan di pasar Perbankan semakin ketat, hal ini yang 

kemudian membuat manajemen dari PT Bank Tabungan Negara 

(Persero), di dalam rapat komite pengarah tim implementasi 

restrukturisasi Bank BTN pada tanggal 12 Desember 2003 

menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk 

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat bersaing di pasar 

Perbankan Syariah. 

Unit Usaha Syariah atau selanjutnya di sebut UUS dari Bank 

Tabungan Negara (Persero) lahir melalui rapat umum pemegang 

saham pada 16 Januari 2004 serta dengan perubahan Anggaran 
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Dasar dengan akta Nomor 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Notaris 

Emi Sulistyowati, S.H di Jakarta berdasarkan ketetapan Direksi 

Nomor 14/DIR/DSYA/2004. UUS dari Bank Tabungan Negara 

(Persero) selanjutnya disebut BTN Syariah dengan mengusung 

motto “Maju dan Sejahtera Bersama” mengepresikan Bank BTN 

untuk memperkokoh tekad menjadikan kerja sebagai bagian dari 

ibadah yang tidak dapat terpisahkan dengan ibadah-ibadah lainnya. 

Pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan di BTN Syariah 

akan diawasi dan didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

yang bertindak sebagai penasehat, pengawas serta pemberi saran 

kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Kantor Cabang 

Syariah terkait hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Syariah. 

Struktur organisasi BTN Syariah baru terbentuk pada bulan 

November 2004 dimana setiap kantor cabang syariah nantinya akan 

dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab 

kepada kepala divisi syariah pusat. Pada saat itu Dirut Bank BTN 

meminta rekomendasi penunjukan DPS sehingga pada tanggal 3 

Desember 2004, Dirut BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI 

tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. 

Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya di 

sebut KCS baru dapat dibuka setelah menerima surat persetujuan 

dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat Nomor 6/1350/DPbs perihal 

persetujuan BI mengenai prinsip pembukaan KCS pada tanggal 15 

Desember 2004, yang mana pada tanggal yang sama diperinagti 

secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Dengan terbitnya 
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surat persetujuan dari Bank Indonesia dan Direksi BTN maka pada 

tanggal 14 Februari 2005 dibukalah KCS di Jakarta untuk kemudian 

diikuti dengan pembukaan KCS lainnya pada tanggal 25 Februari 

dan 17 Maret 2005. 

Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan Kantor 

Cabang Syariah sebanyak 12 unit serta diikuti dengan 40 Kantor 

Layanan Syariah (office channelling) sebanyak 40 unit pada kantor- 

kantor cabang dan cabang pembantu konvensional. KCS pada 

awalnya tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 

Makassar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor dan 

Bekasi. Semua KCS dapat beroperasi secara online-realtime dengan 

bantuan teknologi informasi. Pada tahun 2018 BTN Syariah telah 

memiliki jaringan dengan perincian KSC sebanyak 22 unit, KCPS 

21 unit, Kantor Kas Syariah 7 Unit dan Kantor Layanan Syariah 

sebanyak 240 unit (Ridho, 2021). Dari perincian tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa jaringan dari BTN Syariah hampir tersebar di 

seluruh Indonesia, bahkan salah satu KCS dari BTN Syariah ada di 

Provinsi Aceh sudah dulu hadir sebelum Pemerintah Aceh 

mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Keuangan Syariah terbit yang kemudian mengharuskan seluruh LKS 

yang ada di Provinsi Aceh untuk mengkonversi sistem keuangan 

mereka berdasarkan prinsip syariah. 

Bank BTN merupakan Perbankan yang telah lama menetap 

di Aceh, seiring meningkatnya kepercayaan rakyat Aceh kepada 

Bank BTN, maka Bank BTN membalas kepercayaan tersebut 
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dengan menghadirkan sistem pelayanan Perbankan Syariah utnuk 

rakyat Aceh. BTN Syariah di Aceh diresmikan pada tanggal 20 Juni 

2016 yang berlokasi di kawasan Setui, Banda Aceh. Dalam 

peresmian tersebut dr. H. Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh saat 

itu menyambut baik kehadiran BTN Syariah di Provinsi Aceh. Hal 

ini pula sejalan dengan semangat Pemerintah Aceh untuk 

meningkatkan penerapan Syariat Islam dalam segala aspek 

kehidupan tidak terkecuali dalam hal ekonomi, khusunya Perbankan. 

dr. H. Zaini Abdullah juga menegaskan Perbankan dalam fungsinya 

sebagai motor pembanggunan memiliki peranan yang sangat penting 

sebagai lembaga intermediasi di sektor keuangan, terlebih lagi 

dengan kondisi ekonomi Aceh yang saat ini masih didominasi oleh 

sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terakhir harapan dari dr. 

H. Zaini Abdullah adalah hadirnya BTN Syariah disambut baik oleh 

rakyat Aceh yang mana seperti yang dikenal bahwa BTN Syariah 

dikenal dengan fasilitas Pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat 

(KPR) dan Pembiayaan di sektor UKM. 

Presiden Direktur Bank BTN saat itu yakni bapak Maryono 

mengungkapkan bahwa peresmian KCS BTN Syariah merupakan 

wujud komitmen dan keseriusan Bank BTN untuk menghadirkan 

pelayanan Perbankan berbasis Syariah kepada seluruh rakyat 

Indonesia, khususnya rakyat Aceh. Kemudian bapak Maryono 

menambahkan KCS juga akan melakukan Pembiayaan KPR guna 

menepati komitmen Bank BTN dalam mendukung 1 juta (satu juta) 

rumah yang ketika itu sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat.  Di 
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akhir kegiatan peresmian KCS di Aceh diisi dengan penyerahan 

dana Corporate Social Responbility (CSR) kepada anak yatim yang 

diterima oleh wali kota Banda Aceh sebesar 35 juta rupiah dan 

penyandang disabilitas yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial Aceh 

sebesar 25 juta rupiah (Aceh, 2016). 

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Pendirian BTN Syariah 

4.1.2.1 Visi Bank BTN Syariah 

Seperti halnya perusahaan lainnya, BTN Syariah juga 

memiliki Visi yang menjadi landasan dalam bekerja. Berikut Visi 

dari BTN Syariah : Menjadi Strategic Bussiness Unit BTN yang 

sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan 

mengutamakan kemashlahatan bersama (www. btn.co.id). 

4.1.2.2 Misi BTN Syariah 

Agar Visi yang dimiliki cepat tercapai, diperlukan Misi, 

Berikut Misi dari BTN Syariah: 

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN 

2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul 

dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa 

keuangan syariah terkait, sehingga dapat memberikan 

kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang 

diharapkan. 

3. Melaksanakan manajemen Perbankan yang sesuai dengan 

prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan 
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BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta 

meningkatkan shareholders value. 

4. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada 

karyawan dan nasabah (www. btn.co.id). 

4.1.2.3 Tujuan Pendirian BTN Syariah 

Adapun tujuan dari pendirian BTN Syariah adalah : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan 

pelayanan jasa keuangan syariah 

2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank 

3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi 

perubahan lingkungan usaha 

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan 

segenap nasabah dan pegawai (www.btn.co.id). 

4.1.3 Produk BTN Syariah 

Adapun  produk-produk yang terdapat beberapa  produk 

dan jasa yang meliputi produk penghimpun dana, produk 

penyaluran dana (pembiayaan), dan produk serta jasa perbankan 

lainnya. 

1. Produk Penghimpun Dana 

a. Tabungan BTN iB 

Adalah produk simpanan dana berakad wadi`ah (titipan), 

bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan 

bersaing pada nasabah. 

http://www.btn.co.id/
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b. Tabungan BTN Prima iB 

Adalah produk simpanan dana berakad Mudharabah 

Mutlaqah (Investasi), bank memberikan bagi hasil yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

c. Tabungan BTN Qurban iB 

Adalah tabungan untuk mewujudkan niat ibdah qurban 

dengan akad Mudharabah Mutlaqah, bank memberikan 

bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. 

d. Tabungan BTN Haji iB 

Adalah tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji 

melalui program haji regular dengan akad Mudharabah 

Mutlaqah, bank memberikan bagi hasil yang 

menguntungkan dan kompetitif. 

e. Tabunganku iB 

Adalah tabungan dengan akad Wadi`ah (titipan), bank 

dapat memberikan bonus yang menarik.Diterbitkan secara 

bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

f. Giro BTN iB 

Produk simpanan dengan prinsip wadi`ah (titipan), bank 

dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi 

nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktifitas 

bisnis. 

g. Giro BTN Prima iB 
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Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah 

(investasi), nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang 

menguntungkan guna memperlancar aktifitas bisnis. 

h. Deposito BTN iB 

Produk investasi berjangka berdasaarkan prinsip 

Mudharabah Mutlaqah (investasi). 

 

2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) 

a. Pembiayaan KPR BTN BTN Sejahtera iB 

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang tergolong 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan akad 

Murahabah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, 

urusan atau apartemen yang merupakan program 

pemerintah. 

b. Pembiayaan KPR BTN BTN Platinum iB 

Adalah pembiayaan nasabah perorangan dengan akad 

Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan rumah, ruko, 

rukun, rusun atau apartemen kondisi baru ataupun second. 

c. KPR BTN Indent iB 

Adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan dalam 

rangka pemilik rumah, ruko, rukun, rusun atau apartemen 

dengan akad istishna (pesanan). 

d. Pembiayaan Pembangunan Rumah BTN iB 
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Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad 

Murabahah (jual beli) dalam rangka membangun dan 

merenovasi bangunan tempat tinggal. 

e. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB 

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad 

Murabahah (jual beli) dalam rangka pemilikan kenderaan 

bermotor yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi. 

f. Pembiayaan Multijasa BTN iB 

Pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan 

mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa (pendidikan, 

kesehatan, wisata, haji khusus atau umroh dan pernikahan) 

bagi nasabah, pembiayaan ini menggunakan akad Kafalah 

bil Ujroh. 

g. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB 

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para 

pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk 

keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau 

furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli). 

h. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB 

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qaradh, 

Rahn, Ijarah yang diberikan Bank kepada Nasabah 

berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai. 

i. Pembiayaan Tabungan Haji BTN iB 
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Adalah pembiayaan kepada nasabah peorangan dengan 

akad Qardh yang digunakan untuk pembiayaan biaya 

penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 

j. Pembiayaan Kontruksi BTN iB 

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah 

yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis 

sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai 

kontruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur 

terkait. 

k. Pembiayaan Investasi BTN iB 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau 

kerja sama (Musyarakah) yang diberikan kepada nasabah 

lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal (Capital expenditure) dalam rangka 

rehabilitasi, moderenisasi, ekspansi, atau peningkatan 

kapasitas usaha. 

l. Pembiayaan Modal Kerja 

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi 

dengan prinsip jual beli (Murabahah) atau kerja sama 

(Musyarakah) yang diberikan bank kepada nasabah yang 

bergerak dalam bidang usaha berskala micro kecil dan 

menengah. 

m. Pembiayaan Modal Kerja BTN 

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama (Murabahah 

dan Musyarakah) yang diberikan kepada lembaga atau 
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perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal 

kerja usaha untuk industri perdagangan dan jasa. 

3. Produk dan Jasa-Jasa Perbankan Lainnya 

a. Kartu Debit BTN Syariah VISA 

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi 

nasabah melalui ATM seperti tarik tunai. 

b. Kiriman Uang 

Fasilitas layanan pengiriman uang secara real time ke 

sesama Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang 

ke bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Ling, 

ATM Bersama dan Prima. 

c. Icash Management System (iCMS) 

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi 

browser yang berguna untuk nasabah dalam mengelola 

kegiatan perbankan secara mandiri, efektif, dan efisien. 

d. Payment Point BTN iB 

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk membayar tagihan 

rutin, seperti tagihan telepon selular, listrik, air dan pajak 

e. Payroll Point BTN iB bagi karyawan 

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam 

mengelolla pembayaran gaji, THR bonus dan kebutuhan 

finansial lainnya yang bersifat rutin. 

f. Penerima Biaya Perjalanan Haji 
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Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk 

mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan 

sistem online dari SISKOAT. 

g. SPP Online BTN 

Layanan bagi perguruan tinggi/sekolah dalam menyediakan 

delivery chanel menerima setoran biaya-biaya pendidikan 

secara online. 

h. Program Pengembangan Operasional 

Fasilitas yang diberikan bank dengan melakukan kerja 

sama untuk pemberian program pengembangan operasional 

berupa barang atau jasa atau fasilitas. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada 

Produk Deposito Syariah di BTN Syariah Banda Aceh 

 Akad Mudharabah Muthlaqah merupakan akad kerjasama 

antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank), yakni bentuk 

kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank) 

untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa 

mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syari’ah. Akad mudharabah mutlaqah bentuk 

kerjasama antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank) 

yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis. Maka dari itu dalam melaksanakan 

suatu akad mudharabah muthlaqah tidak akan membataskan usaha 
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yang akan dilakukan dengan dana yang diberikan oleh pemilik 

modal.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Customer 

Service BTN Syariah Banda Aceh menjelaskan bahwa dalam 

pembukaan rekening deposito CS akan memberikan penjelasan 

mengenai pembukaan akun rekening deposito syariah dengan 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah, sehingga bank akan 

bebas untuk menggunakan modal usaha yang diberikan oleh nasabah 

dalam jenis usaha apapun. 

 Kemudian nasabah akan mengisi formulir serta melengkapi 

persyaratan yang diperlukan, adapun syarat dan ketentuan dalam 

pembukaan deposito adalah: 

a. Rekening dapat berlaku untuk Warga Negara Indonesia 

(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) 

b. Tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku 

diterbitkan oleh BI 

c. Bisa untuk calon nasabah perseorangan maupun lembaga 

atas nama rekening yang dibuka bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap segala kewajiban yang timbul dari 

rekening tersebut. 

d. Melapirkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, 

meliputi: KTP, Akte kelahiran  untuk WNI dan Paspor serta 

KITAS/KITAP untuk WNA. Sedangkan untuk lembaga 

meliputi KTP Pejabat yang berwenang, akta pendirian 

perusahaan, NPWP, SIUP, TDP dan surat izin usaha lainnya. 
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e. Rekening dinyatakan aktif dan bisa digunakan setelah 

disetujui  dan diaktifkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku di bank. 

Setelah melakukan pendaftaran maka nasabah akan melakukan 

setoran dengan jumlah minimal setoran bagi perseorang dengan 

jumlah Rp. 1.000.000 sedangkan jumlah setoran bagi lembaga 

dengan jumlah Rp. 2.500.000 dan rekening deposito akan 

dinyatakan aktif. Dalam pengelolaan dana bank akan memberikan 

informasi mengenai nisbah atau bagi hasil yang akan didapatkan 

oleh nasabah dan bank yaitu 29,50% bagi nasabah dan 70,5% bagi 

bank (Hasil Wawancara dengan Customer Service BTN Syariah 

Banda Aceh, 24 April 2023). 

BTN Syariah deposito menggunakan akad mudharabah 

muthlaqah dimana nasabah mendepositokan atau memberikan dana 

kepada bank yang akan dikelola oleh pihak bank dan akan 

mendapatkan keuntungan atau nisbah bagi hasil yang sudah 

ditentukan diawal akad. Dalam kerjasama ini pihak bank diberikan 

kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan nasabah tanpa ada 

batasan jenis usaha dan sebagainya selama sesuai syariah islam. Bagi 

hasil yang diperoleh dari funding,financing yang ada dibank dan juga 

dari usaha bank. Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut 

digunakan untuk apa dan bagaimana maka pihak bank bersedia 

untuk menjelaskan kepada nasabah yang mengambil deposito. 

Penyebab yang mempengaruhi besar atau kecilnya keuntungan 
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tergantung pada rata-rata dana nasabah (Hasil Wawancara Bagian 

Customer Service BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023). 

 Apabila nasabah ingin melakukan penyetoran dana nasabah 

maka nasabah harus mengikuti meknisme yang telah ditetapkan oleh 

BTN Syariah meliputi: 

1. Nasabah menyerahkan formulir, surat akad dan kartu 

specimen yang telah diisi pada bagian CS kepada teller, 

mengisi slip setoran dan sejumlah uang tunai ari nasabah 

untuk kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan. 

2. Teller menerima formulir, surat akad, kartu specimen, slip 

setoran dan sejumlah uang tunai dari nasabah untuk 

kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan. 

3. Teller menghitung jumlah dan memeriksa keaslian uang 

yang disetorkan serta mencocokkan jumlah uang tunai yang 

disetorkan sesuai dengan dengan yang tertera dalam aplikasi 

pembukaan rekening deposito. 

4. Teller melakukan penjumlahan, memberikan tanda tangan 

pada aplikasi pembukaan rekening deposito yang telah 

dijurnal dan membubuhkan stempel ‘telah diterima’ 

5. Teller memvalidasi aplikasi pembukaan rekening deposito 

dan mencetak bilyet deposito yang sudah tersimpan dalam 

database computer sebanyak dua (2) lembar, dengan 

ketentuan satu untuk nasabah dan satu untuk bank. 

6. Teller membubuhkan materai secukupkan (Rp 10.000,00 dan 

nanti akan menjadi beban nasabah dalam penutupan 
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rekening) dan mempersilahkan nasabah menandatangani 

bagian materai tersebut. 

7. Nasabah menandatangani bilyet deposito yang telah 

ditempelkan materai. 

8. Teller memberikan salah satu bilyet deposito yang telah 

ditandatangani pimpinan kepada nasabah sebagai bukti 

kepemilikan yang sah. 

9. Nasabah menerima bilyet deposito yang valid dan dibawa 

pulang untuk disimpan. 

10. Teller menyerahkan aplikasi pembuatan rekening deposito 

kepada CS untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan 

kepada bagian pembukaan akuntan untuk diperiksa dan 

disimpan sebagai berkas/slip. 

Sedangkan dalam melakukan penarikan dana maka nasabah 

perlu melakukan beberapa mekanisme, meliputi: 

1. Nasabah mendatangi kantor Bank BTN Syariah Banda Aceh 

dan menghubungi bagian Teller untuk melakukan penarikan 

deposito. 

2. Teller meminta nasabah untuk menyerahkan bilyet deposito 

yang dibawanya dan mempersilahkan mengisi slip 

penarikan. 

3. Nasabah menyerahkan bilyet depositonya dan mengisi slip 

penarikan untuk kemudian diserahkan kepada teller.  

4. Teller menerima bilyet deposito dari nasabah dan slip 

penarikan yang telah diisi. 
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5. Teller memeriksa data nasabah deposan pada sistem 

komputer dan untuk selanjutnya melakukan penjurnalan 

terhadap bilyet deposito. 

6. Selesai melakukan penjurnalan, teller memvalidasi bilyet 

deposito dan slip penarikan, menandatangani memberikan 

stempel "telah dibayar", dan menghubungi pimpinan untuk 

di tanda tangan. 

7. Teller menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan, 

memastikan jumlahnya telah sesuai dan menyerahkannya 

kepada nasabah deposan. 

8. Nasabah deposan menerima uang pencairan deposito dan 

meninggalkan kantor Bank BTN Syariah Banda Aceh. 

Sedangkan apabila nasabah ingin menambah jangka waktu 

dalam menggunakan produk deposito pada BTN Syariah maka 

nasabah harus melakukan beberapa langkah, meliputi: 

1. Pihak CS memastikan bahwa nasabah setuju untuk 

memperpanjang deposito secara otomatis setelah masa 

deposito telah jatuh tempo. 

2. Pihak CS memastikan bahwa nasabah akan menerima 

secara tunai hasil nisbah yang dijanjikan atau akan menjadi 

titipan yang akan segera dibayar. 

3. Pihak Teller akan melakukan penjurnalan saat rekening 

deposito telah jatuh tempo atau Teller akan memperpanjang 

rekening deposito secara otomatis dengan mendebet 

rekening lama dan menjurnal kredit rekening yang baru 
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4. Teller akan memasukkan nisbah bagi hasil atas 

perpanjangan deposito secara ARO. 

Maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam 

produk deposito pada BTN Syariah adalah menggunakan akad 

mudharabah muthlaqah, sehingga bank akan dapat menggunakan 

modal yang diberikan ke jenis usaha apapun dengan asumsi halal dan 

baik. Sedangkan dalam mekanisme pengajuan, penarikan dana dan 

memperpanjang produk deposito yang menggunakan akad 

mudharabah muthalaqah nasabah diperlukan untuk datang ke kantor 

BTN Syariah. 

4.2.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN 

Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah  

Sebuah lembaga pasti memiliki aturan dan ketentuan masing-

masing dan telah disepakati bersama, sehingga memiliki 

tanggungjawab kepatuhan atas aturan yang ada. Konsep kepatuhan 

syariah merupakan standar atau hukum yang telah diatur suatu 

organisasi atau lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang 

tersebut dan syariah menurut bahasa arab yaitu jalan yang harus 

diikuti. Sehingga kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip-

prinsip syariah baik dalam transaksi keuangan maupun perbankan 

ataupun bisnis lainnya. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan 

prinsip syariah dalam suatu lembaga yang memiliki karakteristik, 

intergritas dan kredibilitas di bank syariah, arti dari kepatuhan 

syariah secara operasional sendiri merupakan kepatuhan pada Fatwa 
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Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN MUI sendiri 

merupakan poros dari prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati 

oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah ataupun 

lembaga lainnya. 

Kepatuhan syariah ini mencakup semua aspek yang ada di 

perbankan syariah, baik produk maupun transaksinya. Dalam 

kepatuhan syariah tidak hanya meliputi operasionalnya saja tetapi 

juga dalam sistem, teknik maupun identitas dari perusahaan tersebut. 

Pemegang kebijakan perbankan di Indonesia sendiri yaitu Bank 

Indonesia telah menjadikan Fatwa DSN MUI sebagai poros bagi 

perbankan syariah, yang artinya Bank Indonesia menjadikan Fatwa 

DSN MUI sebagai peraturan bagi Bank Indonesia dalam aspek 

kepatuhan syariah. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI digunakan untuk 

menciptakan keseragaman norma-norma aspek syariah dalam 

produk-produk perbankan syariah. 

Ketentuan ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan 

syariah yang ada didalam lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini 

meliputi: 1) Akad atau kontrak yang akan digunakan untuk 

pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dan aturan syariah yang telah berlaku 2) Dana zakat dihitung, 

dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan prinsip-prinsip syariah 

yang telah berlaku 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan dilaporkan sesuai 

dengan standar akuntasi syariah yang berlaku 4) Lingkungan kerja 

ataupun corporate culture yang sesuai dengan prinsip-prinsip 
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syariah 5) Bisnis usaha yang akan dibiayai tidak melanggar prinsip-

prinsip syariah 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai 

penunjuk atas keseluruhan aktivitas operasional yang ada di lembaga 

keuangan syariah. 7) Sumber dana yang didapatkan berasal dari 

sumber daya yang sah dan halal menurut syariah. Ketentuan-

ketentuan diatas merupakan prinsip umum yang akan menjadi acuan 

bagi manajemen lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan 

suatu kegiatan yang ada di lembaga keuangan syariah. Kepatuhan 

syariah dalam lembaga keuangan syariah sendiri dinilai dari 

ketentuan-ketentuan tersebut untuk mengetahui apakah operasional 

dari lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan umum 

yang ada dalam kepatuhan syariah. 

Adapun akad mudharabah telah diatur di fatwa DPS MUI 

No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang pada poin pertama menyatakan 

bahwa “pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk 

suatu usaha yang produktif”. Sedangkan Head Funding BTN Syariah 

(2023) menyatakan bahwa deposito syariah akan disalurkan pada 

pembiayaan multi jasa yaitu usaha produktif, selain itu deposito 

syariah juga akan disalurkan pada pembiayaan konsumtif seperti 

pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor dan 

sebagainya. Sehingga poin pertama pada fatwa mengenai 

mudharabah kurang sesuai dengan implementasi pada pembiayaan 

mudharabah pada produk deposito syariah di BTN Syariah Banda 

Aceh. 
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Selanjutnya pada poin selanjutnya pada fatwa DSN MUI 

menyatakan bahwa “jangka waktu usaha, tata cara pengembalian 

dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak”. Pada implementasi pembiayaan 

mudharabah muthlaqah pada BTN Syariah telah sesuai, hal ini 

disebabkan jangka waktu akan ditentukan pada awal pembuatan 

rekening deposito syariah, selain itu bank juga akan memberikan 

opsi perpanjangan jangka waktu kepada nasabah, sedangkan bagi 

hasil juga telah ditentukan pada awal akad dengan porsi 70,50% 

pada bank dan 29,50% kepada nasabah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat head funding BTN Syariah 

Banda Aceh yang menyatakan bahwa “sebelum menjalin kontrak 

dengan bank maka nasabah akan diberikan penjelasan mengenai 

mekanisme pembukaan, mekanisme penyetoran, mekanisme 

pencairan, mekanisme, perpanjangan jangka waktu, keuntungan 

serta kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak, selain itu 

bank juga akan menjelaskan mengenai porsi bagi hasil yang akan 

didapatkan”. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dinyatakan 

bahwa implementasi telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 

Pada poin selanjutnya pada fatwa DSN-MUI menyatakan 

bahwa “mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang 

telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan bank tidak 

ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek yang telah 

diberikan modal akan tetapi mempunyai hak untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan”. 
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Setelah menyalurkan dana kepada pihak ketiga maka bank 

tidak akan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut akan tetapi 

bank hanya bisa melakukan pembinaan serta pengawasan untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan penyaluran pembiayaan. Selain 

itu dalam menyalurkan pembiyaan bank juga tidak akan menentukan 

jenis usaha yang akan disalurkan, akan tetapi bank akan memberikan 

pembiayaan kepada nasabah yang telah melengkapi persyaratan 

meliputi dokumen, tidak tercantum pada daftar hitam di BI dan 

sebagainya (Hasil Wawancara dengan Head Funding BTN Syariah 

Banda Aceh, 24 April 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dilihat bahwa 

implementasi dengan fatwa DSN MUI telah sesuai hal ini dapat 

dilihat dari bank yang tidak menentukan jenis usaha yang akan 

diberikan usaha serta bank juga tidak akan ikut serta dalam 

mengurus usaha dan hanya melakukan pembinaan serta pengawasan. 

Selain itu akad yang digunakan oleh BTN Syariah adalah 

mudharabah muthalaqah sehingga bank akan diberikan kebebasan 

dalam memberikan pembiayaan. 

4.2.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN 

Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah 

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu 

bertendensi pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah 

Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian 

pada implementasi pada dunia perbankan, setiap produk bank syaiah 
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dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pengoperasiannya, 

bagitu juga halnya dengan produk deposito syariah pada BTN 

Syariah. 

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus 

yang terkait mengenai produk desposito syariah, yaitu fatwa 

No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Adapun aplikasi dari 

fatwa tersebut pada produk deposito syariah di BTN Syariah, adalah 

sebagai berikut: 

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu 

deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang 

berdasarkan prinsip mudharabah. 

Dalam implementasi produk deposito pada BTN Syariah 

Banda Aceh, akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah, 

yaitu bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis 

usaha, waktu dan daerah bisnis serta dalam pemberian imbalan 

kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga 

(interest) yang telah dilarang atau diharamkan oleh fatwa Dewan 

Syariah Nasional melainkan dengan sistem bagi  hasil (nisbah) 

(Hasil Wawancara dengan Staff Funding, 24 Maret 2023). 

Selain itu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-

MUI/IV/200 tentang deposito memiliki ketentuan umum deposito 

yaitu “Dalam transaksi ini (deposito) nasabah akan bertindak sebagai 
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shahibul mal atau orang yang memiliki dana sedangkan bank akan 

bertindak sebagai mudharib atau orang yang akan mengelola dana”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Staff Funding 

BTN Syariah Banda Aceh (2023), memberikan penjelasan bahwa 

nasabah produk deposito syariah berperan sebagai pemilik modal 

(shahibul mal) dan pihak bank akan berperan sebagai pengelola dana 

(mudharib). Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak 

apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk 

mengintervensi akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam 

mengelola dana depsoito syariah. Hal ini dikarenakan akad yang 

digunakan adalah mudharabah muthlaqah, kerjasama yang 

menyerahkan seluruh pengelolaanya kepada mudharib. 

Selanjutnya dalam praktik pengelolaan dana dari produk 

deposito syariah, pihak bank melalui Staff Funding BTN Syariah 

Banda Aceh (2023) menyatakan bahwa tidak ada spesifikasi khusus 

mengenai pengelolaan dana deposito, hal ini dikarenakan produk 

deposito pada BTN Syariah Banda Aceh menggunakan akad 

muthlaqah bukan muqayyadah, sehingga kerjasama tanpa adanya 

perjanjian khusus mengenai objek pekerjaan. Sehingga produk 

deposito akan digunakan untuk KPR, pembiayaan multijasa, 

pembiayaan kendaraan bermotor dan produk pembiayaan lainnya 

yang tidak bertentangan dengan hukum yang beraku di Islam serta 

di Indonesia. 

Pada poin berikutnya dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito disebutkan “dalam 
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kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan 

pihak lain” 

Karena akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah 

maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan 

mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh 

dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Dengan 

demikian pada poin pengelolaan dana praktik deposito syariah di 

BTN Syariah Banda Aceh dapat dianggap sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Indonesia Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 

tentang deposito. 

Kesesuaian tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana 

nasabah produk  deposito syariah pada BTN Syariah Banda Aceh 

selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha halal yang 

tidak bertentangan dengan hukum baik hukum Islam maupun hukum 

nasional seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan sepeda 

motor, pembiayaan multijasa dan pembiayaan lain yang tidak 

bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan 

Syariah Indonesia (Hasil Wawancara Dengan Staff Funding BTN 

Syariah Banda Aceh, 24 April 2023). 

Pada poin berikytnya fatwa No.03 /DSN-MUI/IV/2000 

tentang deposito disebutkan “modal harus dinyatakan jumlah dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang”.  
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Bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak 

BTN Syariah Banda Aceh dalam membuka rekening deposito 

pertama adalah nasabah langsung ke bank dengan membawa 

persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan kemudian minimal 

didepositkan adalah Rp.1.000.000. cara kedua adalah dengan cara 

RTGS yaitu layanan transfer antar bank (Hasil Wawancara Dengan 

Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh, 24 April 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara dalam pembukaan rekening 

deposito terdapat dua cara, yaitu datang langsung ke kantor bank dan 

melalui RTGS (real time gross settel) yaitu transfer dari bank lain ke 

rekening perantara deposito syariah BTN Syariah Banda Aceh untuk 

nasabah yang belum mempunyai rekening deposito syariah. 

Berkaitan dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang mensyaratkan bahwa 

modal yang disetorkan harus dinyatakan dengan jumlah dan tunai 

bukan piutang.  

Akan tetapi Staff Funding BTN Syariah (2023) menyatakan 

bawah terdapat juga nasabah yang medepositokan dananya dari hasil 

pencairan pembiayaan baik dari pembiayaan rumah atau 

pembiayaan lainnya, sehingga dana nasabah telah cair tersebut 

didepositkan kembali ke BTN Syariah Banda Aceh, dengan alasan 

menunggu jatuh tempo pembayaran untuk digunakan. 

Adapun status dana dari pencairan pembiayaan baik rumah 

atau pembiayaan lainnya adalah dana piutang, artinya dana itu 

merupakan dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah 
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dengan tujuan untuk membayar rumah atau yang lain kepada pihak 

ketiga. Pada poin fatwa diatas telah disebutkan secara jelas bahwa 

dana yang didepositokan oleh nasabah harus dana yang bersifat tunai 

bukan merupakan dana hasil dari piutang.  Apabila melihat 

fenomena tersebut maka terjadi perbedaan antara poin yang terdapat 

difatwa dengan praktiknya di BTN Syariah Banda Aceh, dimana 

pihak BTN Syariah membolehkan untuk mendepositokan dana yang 

bersumber dari piutang.  

Selanjutnya pada poin bagi hasil, pada fatwa Dewan 

Nasional Indonesia disebutkan bahwa “pembagian keuntungan 

harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening”. Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh 

(2023) menyatakan bahwa BTN Syariah Banda Aceh menggunkan 

sistem nisbah bagi hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau 

pesentasi. Saat pembukaan rekening deposito bank menjelaskan 

nisbah kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah 

presentasinya sebesar 29,50% : 70,50% 

Pembagian keuntungan pada produk deposito syariah di 

BTN Syariah Banda Aceh ini menggunakan sistem nisbah bagi hasil 

yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening dalam 

pembukaan rekening di BTN Syariah Banda Aceh nasabah hanya 

menandatangani formulir pendaftaran tanpa adanya kalimat serah 

terima dana dari nasabah dengan pihak bank, karena pihak bank 

mempunyai anggaran bahwa dalam transaksi ini nasabah telah 

sepakat dengan apapun yang disyaratkan oleh bank. 
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Dalam fatwa tentang deposito memang tidak disebutkan 

mengenai berapa besar presentase nisbah bagi hasil antara bank 

dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah 

tersebut dikarenakan untuk memberi leluasan bagi kedua belah pihak 

yang bekerjasama agar membuat kesepakatan tersendiri,akan tetapi 

pada praktiknya di BTN Banda Aceh terdapat pembatasan hak 

nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil. Akan tetapi 

kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai 

ditandai dengan tanda tangan dari nasabah diatas formulir 

pembukaan rekening deposito syariah. 

Selanjutnya dalam biaya operasional produk deposito 

syariah dalam fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito 

menyebutkan bahwa “bank sebagai mudharib menutup biaya 

operasional deposito dengan menggunakan nisbah yang menjadi 

haknya”. Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh (2023) 

menyatakan bahwa deposito syariah tidak ada biaya administrasinya, 

hanya saja ketika pembukaan reening nasabah harus mengeluarkan 

dana untuk materai, kemudian ketika jatuh tempo nasabah dikenakan 

pajak 20% dan pajak ini juga ditentukan oleh DISPENDA (Dinas 

Pendapatan Daerah) dan dana 20% tersebut akan diberikan kepada 

pemerintah daerah. 

Pada produk deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh, 

biaya operasional seluruhnya sudah dipotong dengan keuntungan 

yang didapat. Sedangkan adanya pajak 20% ini adalah suatu 

peraturan dari Dinas Pendapatan Daerah yang memang harus 
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dipatuhi dan dilaksanakan. BTN Syariah Banda Aceh adalah salah 

satu lembaga keuangan bank yang terletak di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun juga pihak bank 

haruslah tunduk terhadap hukum-hukum yang berlaku. Pajak 20% 

sudah merupakan ketetapan hukum di Indonesia dan pihak bank 

sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, sudah sepatutnya 

patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun terdapat potongan 

berupa pajak dari Pemerintah daerah, produk deposito di BTN 

Syariah Banda Aceh pada poin ini telah sesuai dengan fatwa. 

Poin terakhir dari fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/2000 

tentang deposito adalah berkenaan dengan larangan untuk 

mrngurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. 

Adapun poin terakhir dari fatwa Dewan Syariah Nasional 

No/03/DSN-MUI/IV/2000 adalah “Bank tidak diperkenankan untuk 

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan”. Dalam implementasi pada BTN Syariah Banda Aceh 

Staff Funding menyatakan bahwa setiap tiga bulan keutungan yang 

didapatkan oleh bank akan berubah-ubah dan untuk pemberitahuan 

kepada nasabah akan melalui surat atau melalui telepon langsung 

oleh pihak bank, untuk besarnya nisbah pihak bank yang 

menentukan dan pihak nasabah akan menerima dengan perubahan 

tersebut. 

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap bulan 

nisbah sudah disepakati diawal pembukaan rekening tersebut dapat 

berubah-ubah sesuai dengan pendapatan bank . perubahan tersebut 
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diberitahukan kepada nasabah hanya melalui surat atau telepon 

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank dan tanpak 

negosiasi nasabah harus mengikuti perubahan tersebut. Apabila 

ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Indonesia No.03/DSn-

MUI/IV/2000 tentang deposito maka aplikasi pembagian nisbah 

pada BTN Syariah Banda Aceh dapat dikatakan kurang sesuai. 

Adapun alasan ketidaksesuaian tersebut adalah terletak pada 

perubahan nisbah yang terlihat merupakan hak khusus bagi bank dan 

nasabah hanya menyetuji perubahan tersebut. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1  Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Di BTN 

Syariah Pada Produk Deposito 

 Akad Mudharabah Muthlaqah di BTN Syariah merupakan 

akad kerjasama antara Bank dan nasabah, yakni nasabah 

memberikan dana kepada bank, selanjutnya bank akan mengelola 

dana tersebut yang akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil. 

Di BTN Syariah deposito menggunakan akad mudharabah 

muthlaqah dimana nasabah mendepositokan atau memberikan dana 

kepada bank yang akan dikelola oleh pihak bank dan akan 

mendapatkan keuntungan atau nisbah bagi hasil yang sudah 

ditentukan diawal akad. Dalam kerjasama ini pihak bank diberikan 

kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan nasabah tanpa ada 

Batasan jenis usaha dan sebagainya selama sesuai syariah islam. 

Nisbah bagi hasil yang diperoleh ini dituangkan dalam bentuk 

persentase yakni 29,50 : 70,50 dan nisbah bagi hasil ini akan 
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diberikan dalam setiap satu bulan sekali. Bagi hasil yang diperoleh 

dari funding,financing yang ada dibank dan juga dari usaha bank. 

Jika nasabah ingin mengetahui dana tersebut digunakan untuk apa 

dan bagaimana maka pihak bank bersedia untuk menjelaskan kepada 

nasabah yang mengambil deposito. Penyebab yang mempengaruhi 

besar atau kecilnya keuntungan tergantung pada rata-rata dana 

nasabah. 

Deposito syariah adalah deposito dengan akad mudharabah 

muthlaqah dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tidak dikenakan 

biaya administrasi dan waktu waktu yang fleksibel. Deposito syariah 

ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah. sehingga nasabah 

mendapatkan nisbah bagi hasil dengan presentase 29,50%: 70,50% 

dan gratis biaya administrasi dengan setoran minimum untuk 

perorangan sebesar Rp. 1.000.000.00 dan untuk lembaga sebesar Rp. 

2.500.000.00. Dana deposito ini bukan dana yang bisa diambil 

sewaktu-waktu, ada jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 

12 bulan hingga 24 bulan. Syarat pembukaan rekening deposito 

seperti mengisi formulir pembukaan rekening deposito, 

melampirkan foto identitas diri seperti KTP/SIM dan untuk WNA 

seperti KITAS/KITAP, PASPOR dan melampirkan NPWP untuk 

WNI dan untuk WNA Tax registration. Sedangkan khusus untuk 

lembaga harus membawa KTP Pejabat Berwenang, Akta Pendirian 

Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, Surat ijin usaha lainnya. 

 



 

83 

 

4.3.2 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN 

Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah 

Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada deposito 

syariah di BTN Syariah Banda Aceh merupakan hal yang sangat 

penting karena kesesuaian poin-poin yang terdapat pada fatwa yang 

mengatur tentang deposito yang menggunakan akad mudharabah 

dengan praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan 

BTN Syariah Banda Aceh mengenai implementasi fatwa pada 

deposito. 

Terdapat beberapa implementasi dan fatwa yang belum 

sesuai yaitu didalam fatwa No.07/DSN-MUI/IV/200 Tentang 

Mudharabah menyatakan bahwa pembiayaan akan disalurkan 

kepada usaha yang memiliki sifat produktif atau akan menghasilkan, 

sedangkan dalam implementasi yang diterapkan oleh BTN Syariah 

Banda Aceh adalah pembiayaan dari deposito syariah akan 

disalurkan kepada pembiayaan baik bersifat produktif maupun 

konsumtif, sehingga fatwa mengenai usaha yang disalurkan tidak 

sesuai dengan implementasi. 

Selain itu ada fatwa yang sesuai dengan implementasi dari 

BTN Syariah Banda Aceh diantaranya adalah jangka waktu usaha, 

tata cara pengembalian dana serta pembagian yang ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut sama 

dengan implementasi yang telah diterapkan oleh BTN Syariah 

Banda Aceh. Sebelum pembukaan deposito syariah dengan akad 

mudharabah muthlaqah Bank BTN Syariah akan memberikan 
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jangka waktu yang dibutuhkan oleh nasabah serta bank juga akan 

memberikan gambaran nisbah yang akan didapatkan oleh kedua 

belah pihak. Maka fatwa dengan implementasi yang telah diterapkan 

oleh BTN Syariah telah sesuai. 

Selain itu fatwa DSN-MUI yang sesuai dengan implementasi 

BTN Syariah Banda Aceh adalah usaha yang dijalankan oleh 

mudharib yakni bank. Nasabah tidak akan menentukan usaha yang 

dijalankan oleh bank, sehingga bank akan bebas dalam menjalankan 

usaha dengan asumsi bahwa usaha tersebut halal dan tidak 

melanggar syariah. 

Adapun keseuaian fatwa dengan implementasi mudharabah 

muthlaqah pada BTN Syariah dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 1 Kesesuaian Mudharabah Muthlaqah di BTN 

Syariah Banda Aceh dengan Fatwa DSN-MUI Tentang 

Deposito 

No 
Fatwa No.07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang 

Mudharabah 

Implementasi 

Mudharabah 

Muthlaqah di BTN 

Syariah Banda Aceh 

Kesimpulan 

1. Pembiayaan mudharabah 

disalurkan untuk suatu 

usaha yang produktif 

Deposito syariah akan 

disalurkan pada 

pembiayaan multi jasa 

yaitu usaha produktif dan  

pembiayaan konsumtif. 

Tidak 

Sesuai 

2. Jangka waktu usaha, tata 

cara pengembalian dana 

dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan 

kesepakatan kedua belah 

pihak 

Jangka waktu,tata cara 

pengembalian dan nisbah 

akan ditentukan pada awal 

pembuatan rekening 

deposito syariah 

Sesuai 
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3. Mudharib boleh 

melakukan berbagai 

macam usaha yang telah 

disepakati bersama, akan 

tetapi mempunyai hak 

untuk melakukan 

pembinaan dan 

pengawasan 

Bank akan memberikan 

pembiayaan kepada 

nasabah yang telah 

melengkapi persyaratan 

meliputi dokumen, tidak 

tercantum pada daftar 

hitam di BI dan 

sebagainya 

Sesuai 

Sumber: Hasil diolah (2023) 

 Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa ada yang tidak 

sesuai antara fatwa DSN MUI dengan implementasi pembiayaan 

mudharabah pada prduk deposito mudharabah yaitu pada fatwa DSN 

MUI menyatakan bahwa pembiayaan hanya disalurkan pada 

pembiayaan yang bersifat produktif, akan tetapi pada BTN Syariah 

akan disalurkan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti 

pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan dan sebagainya. 

Sedangkan jangka waktu, bagi hasil dan jenis usaha yang akan 

disalurkan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Paramida (2011) dan al-Hasni (2017) yang menyatakan bahwa 

implementasi mudharabah dengan fatwa DSN MUI terdapat 

beberapa perbedaan diantaranya adalah tujuan dari pembiayaan, 

pada fatwa DSN MUI hanya dikhususkan untuk usaha produktif 

akan tetapi pada implementasi pembiayaan juga disalurkan pada 

pembiayaan yang bersifat konsumtif. 
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4.3.3 Kesesuaian Penerapan Mudharabah Muthlaqah di BTN 

Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.03/DSN 

MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah 

Implementasi deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh 

merupakan hal yang sangat penting karena kesesuaian poin-poin 

yang terdapat pada fatwa yang mengatur tentang deposito dengan 

praktek yang ada di lapangan. Berikut beberapa karyawan BTN 

Syariah Banda Aceh mengenai implementasi fatwa pada deposito. 

Terdapat fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito 

yang belum sesuai dengan implementasi BTN Syariah Banda Aceh 

yaitu modal yang harus dinyatakan dalam bentuk tunai bukan dalam 

bentuk piutang. Dalam implementasi BTN Syariah menerima 

deposito yang bersumber dari pencairan pembiayaan, dana piutang 

tersebut didepositkan dengan alasan nasabah menunggu jatuh tempo, 

sehingga fatwa dengan implementasi dari BTN Syariah Banda Aceh 

tidak sesuai. 

Akan tetapi ada beberapa fatwa DSN-MUI yang sesuai 

dengan implementasi deposito syariah di BTN Syariah Banda Aceh 

meliputi peran dari nasabah dan bank yakni nasabah akan menjadi 

shahibul mal yakni pemilik modal serta bank akan bertindak sebagai 

mudharib yakni pengelola modal. Kesesuaian antara fatwa dengan 

implementasi juga meliputi usaha yang akan dilakukan oleh bank 

tidak akan diatur oleh nasabah, sehingga bank akan bebas dalam 

melakukan usaha. 

Tabel 4. 2 Kesesuaian Deposito Syariah BTN Syariah Banda 

Aceh dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Deposito 
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No 
Fatwa No.03/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang 

Deposito 

Implementasi Produk 

Desposito Syariah di 

BTN Syariah Banda 

Aceh 

Kesimpulan 

1. Nasabah bertindak sebagai 

shahibul mal dan bank 

bertindak sebagai 

mudharib. 

Nasabah berperan sebagai 

pemilik dana (shahibul 

mal) dan bank berperan 

sebagai pengelola dana 

(Mudharib). 

Sesuai 

2. Bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha 

yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya 

termasuk didalamnya 

mudharabah dengan pihak 

lain. 

Bank menyalurkan dana 

dari deposito syariah 

tersebut untuk 

pembiayaan. 
Sesuai 

3. Modal harus dinyatakan 

dengan jumlah, dalam 

bentuk tunai dan bukan 

piutang 

Tidak semua dalam 

pembukaan rekening 

produk deposito syariah 

yang modalnya dinyatakan 

dengan jumlah, dalam 

bentuk tunai. Ada kasus 

yang modal deposito 

syariah dinyatakan dalam 

bentuk piutang. 

Tidak 

Sesuai 

4. Pembagian keuntungan 

harus dinyatakan dalam 

bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening 

Dalam praktiknya 

pembagian keuntungan 

dinyatakan dalam bentuk 

nisbah dan dituangkan 

pada saat pembukaan 

rekening 

Sesuai 

5. Bank sebagai Mudharib 

menutup biaya operasional 

deposito dengan 

menggunakan nisbah 

keuntungan yang menjadi 

haknya 

Selutruh biaya 

administrasi ditutup oleh 

bank. 
Sesuai 

Sumber: Data diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa 

implementasi deposito syariah dengan fatwa DSN MUI sudah 

hampir sesuai seluruhnya, akan tetapi hanya nasabah yang 

medepositkan dana tidak sesuai, hal ini dikarenakan adanya nasabah 

yang mendepositkan dana yang berasal dari hasil cairnya 

pembiayaan sehingga dana tersebut masih tergolong piutang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Paramida (2011) dan al-Hasni (2017) yang menyatakan bahwa 

implementasi deposito syariah dengan fatwa DSN MUI terdapat 

beberapa perbedaan diantaranya adalah sumber dana yang 

didepositkan oleh nasabah. 

 

. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

▪ Produk deposito Syariah adalah salah satu produk menghimpun 

dana yang ada di bank BTN Syariah, akad yang digunakan pada 

produk deposito adalah akad mudharabah mutlaqah. Akad 

mudharabah mutlaqah pada produk deposito Syariah di bank 

BTN Syariah ini sebagaimana mestinya nasabah sebagai 

pemilik dana (shahibul maal) dan bank berperan sebagai 

pengelola dana (mudharib). Usaha yang menggunakan akad 

mudharabah mutlaqah diberikan kebebasan waktu dan jenis 

usahanya asal tidak melanggar prinsip Syariah. Sehingga pihak 

bank bebas menggunakan dana tersebut untuk usaha apa saja 

selama usaha tersebut tidak melanggar hukum islam. 

Keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak diberikan sesuai 

dengan nisbah yang telah disepakati. Besar kecilnya keuntungan 

yang didapatkan oleh nasabah tergantung pada besar kecilnya 

dana yang yang di depositokan dan besar kecilnya keuntungan 

yang didapatkan bank pada bulan tersebut.   

▪ Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mudharabah di bank BTN Syariah banda 

aceh ada yang tidak sesuai antara fatwa DSN MUI dengan 

implementasi pembiayaan mudharabah pada prduk deposito 

mudharabah yaitu pada fatwa DSN MUI poin pertama yang 

menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah hanya boleh 

disalurkan pada pembiayaan yang bersifat produktif, namun 
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pada implementasinya di BTN Syariah Banda Aceh pembiayaan 

mudharabah juga disalurkan pada pembiayaan yang bersifat 

konsumtif seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan 

dan sebagainya. Sedangkan  jangka waktu, bagi hasil dan jenis 

usaha yang diterapkan BTN Syariah Banda Aceh telah 

disalurkan sesuai dengan ketetapan fatwa DSN MUI. 

▪ Dalam praktik pengimplementasian fatwa No. 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang deposito di bank BTN Syariah Banda 

Aceh, dapat dinyatakan bahwa implementasi deposito syariah 

dengan fatwa DSN MUI seluruhnya sudah hampir sesuai namun 

masih terdapat 1 poin yang menyatakan bahwa dana nasabah 

yang didepositkan tidak sesuai, hal ini disebabkan karena 

adanya nasabah yang mendepositkan dana yang berasal dari 

hasil pencairan dana pembiayaan sehingga dana tersebut masih 

tergolong piutang,seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa 

poin ketiga yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

5.2 Saran   

1. Bagi praktisi Perbankan   

a.  Bank BTN Syariah Banda Aceh adalah lembaga keuangan 

Syariah yang dimana semua kegiatan perbankannya harus 

sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan 

sehingga tetap berorientasi pada sistem Syariah. 

b. Bank BTN Syariah Banda aceh dalam sistem operasionalnya 

harus selalu mengutamakan kepuasaan nasabah nya agar 
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nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada BTN 

Syariah Banda aceh. Serta menghindari maghrib (mayshir, 

gharar, dan riba).  

c. Bank BTN Syariah Banda aceh sebaiknya dalam 

meningkatkan     produk deposito lebih mensosialisasikan 

produk tersebut kepada masyarakat akan keuntungan nisbah 

bagi hasil yang akan diperoleh nasabah. Sehingga tidak ada 

kesalahpahaman masyarakat terhadap nisbah yang 

didapkannya. 

2. Bagi Akademisi  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam 

progam studi Perbankan Syariah.  

b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam 

pembahasan terkait keuntungan dari pemakaian produk 

deposito di Bank Syariah 
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LAMPIRAN  I 

Pertanyaan Wawancara 

OUTLINE WAWANCARA 

(Informan: Karyawan Bagian Costumer Servise (CS) Bank 

BTN Syariah Banda Aceh) 

 

Penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN Syariah pada 

Produk Deposito 

Nama : Afnizah Maulia Lubis 

NIM : 190603144 

Prodi : Perbankan Syariah 

 

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk 

data penelitian skripsi. 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana kegiatan menghimpun dana di BTN Syariah 

2. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BTN Syariah 

3. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah Mutlaqah di BTN 

Syariah 

4. Bagaimana mekanisme membuka rekening deposito pada 

produk deposito? 

5. Bagaimana implementasi akad Mudharabah Mutlaqah pada 

produk deposito? 

6. Bagaimana sistem bagi hasil deposito di BTN Syariah? 
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7. Apakah nisbah bagi hasil dapat berubah? 

8. Apakah dana yang didepositkan merupakan dana yeng sifatnya 

tunai? 

9. Apakah ada ketentuan waktu dalam produk deposito? 

10. Bagaimana sistem penalty yang diterapkan BTN Syariah jika 

ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatoh tempo? 

11. Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung pada 

keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. Apabila 

bank mendapati usaha tersebut mengalami kerugian. Bagaiman 

perolehan nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah? 

12. Sejauh ini bagaiman perkembangan dan peran deposito 

terhadap masyarakat? 

13. Jenis deposito mana yang paling diminati masyarakat? 

14. Berapa jumlah nasabah deposito? 
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OUTLINE WAWANCARA 

(Informan: Headfunding Bank BTN Syariah Banda Aceh) 

 

kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN 

Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Mudharabah 

Nama : Afnizah Maulia Lubis 

NIM : 190603144 

Prodi : Perbankan Syariah 

 

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk 

data penelitian skripsi. 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah Lembaga Keuangan Syariah telah menyalurkan 

pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif 

saja  ? 

2. Bagaimana ketentuan jangka waktu usaha, tata cara 

pengembalian dana dan pembagian keuntungan ? Apakah 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau 

hanya satu pihak saja? 

3. Apakah sebelum menjalin kontrak bank memberikan 

penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme 

penyetoran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan 
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jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami 

oleh kedua belah pihak kepada nasabah? 

4. Apakah ada ketentuan usaha yang diizinkan dan tidak dari 

pihak nasabah? 

5. Apakah dari pihak nasabah boleh melakukan pengawasan 

terhadap dana yang didepositokan? 
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OUTLINE WAWANCARA 

(Informan: Headfunding Bank BTN Syariah Banda Aceh) 

 

kesesuaian penerapan akad mudharabah muthlaqah di BTN 

Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Deposito 

Nama : Afnizah Maulia Lubis 

NIM : 190603144 

Prodi : Perbankan Syariah 

 

Wawancara ini bertujuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

sebagai persyaratan tugas akhir pada jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry. Pernyataan ini juga semata-mata dipergunakan hanya untuk 

data penelitian skripsi. 

Daftar Pertanyaan : 

1. Akad apa yang digunakan dalam deposito Syariah di BTN 

Syariah Banda Aceh ? 

2. Bagaimana ketetapan usaha yang diizinkan dalam deposito di 

BTN Syariah Banda Aceh ? 

3. Bagaimana ketentuan modal dalam deposito Syariah di BTN 

Syariah Banda Aceh ? 

4. Bagaimana Ketentuan nisbah dalam deposito Syariah di BTN 

Syariah Banda Aceh ? 

5. Bagaimana Ketentuan biaya operasional dalam deposito 

Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ? 
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6. Apakah nibah keuntungan di BTN Syariah bisa dikurangi tanpa 

persetujuan nasabah ? 
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LAMPIRAN  II 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Transkip wawancara peneliti dengan Karyawan Bagian Coustumer 

Service (CS) di Bank BTN Syariah Banda Aceh 

Nama   : Dian Rizki 

Hari/Tanggal  : Jumat/ 24 Maret 2023 

Pukul   : 08.00 WIB 

 

P : Bagaimana mekanisme membuka rekening deposito pada 

produk deposito syariah? 

J : Untuk mekanisme pendaftaran produk deposito diBTN 

Syariah, nasabah datang ke cutomer service untuk mengisi 

form pembukaan rekening                                                 deposito. 

Persyaratan-persyaratan untuk membuka rekening deposito 

nasabah harus membawa foto copy ktp yang sudah tercatat 

di Dinduk Capil , fotocopy NPWP, dan nasabah harus 

memiliki rekening tabungan atau giro perorangan di BTN 

Syariah . Setelah semua persyaratan lengkap, nasabah akan 

diarah kebagian teller untuk menyetorkan dana deposito. 

Untuk dana deposito yang disetorkan untuk perorangan 

minimal Rp 1.000.000 dan untuk Lembaga minimal Rp. 

2.500.000 nantinya nasabah akan menerima bukti transaksi 

pembukaan rekening deposito berupa Bilyet deposito 

 

P : Apa landasan hukum produk deposito Syariah di BTN 

Syariah ? 

J : Menurut Al-Quran,Hadist dan tentunya sesuai Fatwa DSN-

MUI N0. 03/DSN-MUI/2000 yang di awasi oleh DPS 

 

P : Bagaimana Implementasi akad mudharabah muthlaqah  

pada produk ini? 
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J : Dalam implementasinya di BTN Syariah Banda Aceh. 

Produk deposito sendiri memakai akad mudharabah 

muthlaqah, dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan 

dananya di BTN Syariah Banda Aceh tidak memberikan 

pembatasan bagi pihak bank syariah dalam menggunakan 

dana yang disimpanya. Bank syariah bebas untuk 

menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai untuk 

menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu 

diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-

lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan 

keleluasaan bank untuk mengelola dana deposito tersebut. 

Beda halnya dengan deposito menggunakan akad 

mudharabah muqayyadah, nasabah yang menyimpan danya 

dibank syariah memberikan batasan-batasan kepada pihak 

bank untuk mengelola dana deposito, seperti usaha apa yang 

harus dibiayai, akad yang digunakan, dan kepada nasabah 

siapa yang akan disalurkan pembiayaan. Akan tetapi untuk 

semua jenis produk pendanaan khususnya produk deposito 

BTN Syariah Banda Aceh memakai akad mudharabah 

muthlaqah. Karena didalam penerpan akad terhadap produk 

deposito, nasabah deposito tersebut tidak membatasi 

penyaluran dana untuk digunakan dalam pembiayaan. 

 

P : Apa landasan hukum akad mudharabah mutlaqah di BTN 

Syariah? 

J : Menurut Fatwa DSN-MUI N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang 

di awasi oleh DPS 

 

P : Apakah ada ketentuan minimal dan maksimal jumlah dana 

yang dideposito kan oleh nasabah? 

J : Untuk dana deposito yang disetorkan untuk perorangan 

minimal Rp 1.000.000 dan untuk Lembaga minimal Rp. 

2.500.000 

 

P : Bagaimana pembagian sistem bagi hasil yang dilakukan 

oleh BTN Syariah ? 
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J : Ketentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah 

ditentukan berdasarkan jangka waktu yang diambil oleh 

nasabah. Untuk jangka waktu 1 bulan presentasi nisbah yang 

diperoleh 29.50%, jangka waktu 3 bulan 29.50%, jangka 

waktu 6 bulan 29.50%, dan 12 bulan 29.50%. pemberian 

nisbah bagi hasil dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap 

ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan 

tanggal penerbitan). Namun ada perbedaan untuk jumlah 

dana deposito diatas 1 M akan mendapat nisbah sekitar 60% 

an. 

 

P : Apa nisbah bagi hasil tersebut dapat berubah? 

J : Jumlah Nisbah mungkin saja berubah sesuai ketentuan dari 

bank, namun jumlah nisbah tidak bisa berubah secara tiba-

tiba sebelum waktu jatuh tempo deposito. 

 

P : Apakah semua dana yang didepositokan merupakan dana 

yang sifatnya tunai? 

J : Tidak, karena persyaratan awal deposito adalah membuat 

rekening deposito oleh karna itu uang yang disetorkan pasti 

berupa debit, namun untuk Lembaga tidak diharuskan 

memakai rekening dan bisa berupa tunai. 

 

 

P : Bagaimana pengelolaan dana produk ini? 

J : Dalam akad tersebut nasabah yang menyimpan dananya di 

BTN Syariah Banda Aceh tidak memberikan pembatasan 

bagi pihak bank syariah dalam menggunakan dana yang 

disimpanya Bank syariah bebas untuk menetapkan akad 

seperti apa yang akan dipakai untuk menyalurkan 

pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha 

seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip 

mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bank 

untuk mengelola dana deposito tersebut. 

 

P : Apakah ada ketentuan waktu dalam deposito syariah? 
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J : Untuk jangka waktu 1 bulan , jangka waktu 3 bulan, jangka 

waktu 6 bulan, dan 12 bulan. Namun yang paling sering 

digunakan adalah jangka waktu 1 bulan. 

 

P : Bagaimana sistem Penalti yang diterapkan BTN Syariah 

jika ada nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh 

tempo? 

J : Biasanya di BTN Syariah Banda Aceh ini nasabah 

mengambil dana deposito sesuai dengan perjanjian diawal 

dan nasabah mengambil jangka waktu yang relatif tidak 

terlalu lama yaitu 1bulan. Akan tetapi jika ada nasabah yang 

mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka pihak 

BTN Syariah akan mengenakan denda (penalti) sebesar Rp 

100.000. 

 

P : Untuk perolehan bagi hasil deposito itu kan tergantung 

pada keuntungan usaha yang dijalankan oleh pihak bank. 

Apabila bank mendapati usaha tersebut mengalami 

kerugian. Bagaiman perolehan nisbah bagi hasil yang akan 

didapat oleh nasabah? 

J : Ya tentunya jika bank dalam menjalankan usaha tersebut 

mengalami kerugian nasabah juga ikut menanggung 

kerugian. Intinya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua 

belah pihak. Tetapi sangat jarang bank mengalami kerugian, 

kecuali bank tersebut salah dalam pengelolaan. 

 

P : Sejauh ini bagaimana perkembangan dan peran Deposito 

terhadap Masyarakat? 

J : Peran deposito dikalangan masyarakat khususnya di 

daerah Banda Aceh ini masyarakat pada umum menyimpan 

dana nya kedalam bentuk deposito agar dana yang disimpan 

bisa untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan juga 

masyarakat lebih berminat karena adanya nisbah bagi hasil 

yang cukup tinggi yang diperoleh nasabah. 
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P : Jenis deposito mana yang sangat diminati oleh nasabah? 

J : Di BTN Syariah Banda Aceh nasabah memilih deposito 

berjangka, yaitu dengan jangka waktu 1 bulan. Alasanya 

nasabah memilih waktu yang singkat agar dana yang 

disimpan bisa digunakan apabila ada keperluan yang 

mendesak 

 

P : Berapa jumlah nasabah deposito tahun 2022? 

J : Jumlah nasabah deposito tahun 2022 tercatat pada 

September 2022 sudah 81 nasabah perorangan dan 3 

lembaga yang sudah mendepositokan dana di BTN Syariah 

Banda Aceh. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Transkip wawancara peneliti dengan Headfunding di Bank BTN 

Syariah Banda Aceh 

Nama   : Kak Iif 

Hari/Tanggal  : Jumat/ 24 Maret 2023 

Pukul   : 08.00 WIB 

 

P : Apakah Lembaga Keuangan Syariah telah menyalurkan 

pembiayaan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang 

produktif saja? 

J : Deposito syariah akan disalurkan pada pembiayaan multi jasa 

yaitu usaha produktif, selain itu deposito syariah juga akan 

disalurkan pada pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan 

rumah, pembiayaan kendaraan bermotor dan sebagainya. 

 

P : Bagaimana ketentuan jangka waktu usaha, tata cara 

pengembalian dana dan pembagian keuntungan? Apakah 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau 

hanya satu pihak saja? 

J : Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak 

 

P : Apakah sebelum menjalin kontrak bank memberikan 

penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, mekanisme 

penyetoran, mekanisme pencairan, mekanisme, perpanjangan 

jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang akan dialami 

oleh kedua belah pihak kepada nasabah? 

J : Sebelum menjalin kontrak dengan bank, maka nasabah akan 

diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembukaan, 

mekanisme penyetoran, mekanisme pencairan, mekanisme, 

perpanjangan jangka waktu, keuntungan serta kerugian yang 
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akan dialami oleh kedua belah pihak, selain itu bank juga akan 

menjelaskan mengenai porsi bagi hasil yang akan didapatkan. 

 

P : Apakah ada ketentuan usaha yang diizinkan dan tidak dari 

pihak nasabah? 

J : Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang 

telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan bank 

tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek 

yang telah diberikan modal akan tetapi mempunyai hak untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan. 

 

P : Apakah dari pihak nasabah boleh melakukan pengawasan 

terhadap dana yang didepositokan? 

J : Setelah menyalurkan dana kepada pihak ketiga maka bank 

tidak akan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut akan 

tetapi bank hanya bisa melakukan pembinaan serta 

pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan 

penyaluran pembiayaan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Transkip wawancara peneliti dengan Headfunding di Bank BTN 

Syariah Banda Aceh 

Nama   : Bg Fakri 

Hari/Tanggal  : Jumat/ 24 Maret 2023 

Pukul   : 08.00 WIB 

 

P : Akad apa yang digunakan dalam deposito Syariah di BTN 

Syariah Banda Aceh ? 

J : Akad yang digunakan dalam deposito syariah di BTN 

Syariah Bnada Aceh adalah mudharabah muthlaqah, 

kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaanya kepada 

mudharib (bank). 

 

P : Bagaimana ketetapan usaha yang diizinkan dalam deposito 

di BTN Syariah Banda Aceh ? 

J : Tidak ada spesifikasi khusus mengenai pengelolaan dana 

deposito, hal ini dikarenakan produk deposito pada BTN 

Syariah Banda Aceh menggunakan akad muthlaqah bukan 

muqayyadah, sehingga kerjasama tanpa adanya perjanjian 

khusus mengenai objek pekerjaan. Sehingga produk deposito 

akan digunakan untuk KPR, pembiayaan multijasa, 

pembiayaan kendaraan bermotor dan produk pembiayaan 

lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang beraku 

di Islam serta di Indonesia. 

 

P : Bagaimana ketentuan modal dalam deposito Syariah di 

BTN Syariah Banda Aceh ? 

J : Modal harus dinyatakan jumlah dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang tetapi ada juga nasabah yang medepositokan 

dananya dari hasil pencairan pembiayaan baik dari 
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pembiayaan rumah atau pembiayaan lainnya, sehingga dana 

nasabah telah cair tersebut didepositkan kembali ke BTN 

Syariah Banda Aceh, dengan alasan menunggu jatuh tempo 

pembayaran untuk digunakan. 

 

P : Bagaimana Ketentuan nisbah dalam deposito Syariah di 

BTN Syariah Banda Aceh ? 

J : BTN Syariah Banda Aceh menggunakan sistem nisbah bagi 

hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau pesentasi. Saat 

pembukaan rekening deposito bank menjelaskan nisbah 

kepada nasabah dengan bentuk presentasi, dan jumlah 

presentasinya sebesar 29,50% : 70,50% 

 

P : Bagaimana Ketentuan biaya operasional dalam deposito 

Syariah di BTN Syariah Banda Aceh ? 

J : deposito syariah tidak ada biaya administrasinya, hanya saja 

ketika pembukaan reening nasabah harus mengeluarkan dana 

untuk materai, kemudian ketika jatuh tempo nasabah 

dikenakan pajak 20% dan pajak ini juga ditentukan oleh 

DISPENDA (Dinas Pendapatan Daearah) dan dana 20% 

tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah. 

 

P : Apakah nibah keuntungan di BTN Syariah bisa dikurangi 

tanpa persetujuan nasabah ?  

J :  Setiap tiga bulan keutungan yang didapatkan oleh bank 

akan berubah-ubah dan untuk pemberitahuan kepada 

nasabah akan melalui surat atau melalui telepon langsung 

oleh pihak bank, untuk besarnya nisbah pihak bank yang 

menentukan dan pihak nasabah akan menerima dengan 

perubahan tersebut. 
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LAMPIRAN  III 

 

Dokumentasi Wawancara Dengan Head Funding, Staff  

Funding dan Customer Service BTN Syariah Banda Aceh 

 

Dokumentasi bangunan BTN Syariah Banda Aceh 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Head Funding BTN Syariah Banda Aceh 
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Dokumentasi Wawancara dengan Staff Funding BTN Syariah Banda Aceh  

 

Dokumentasi Wawancara dengan Customer Service BTN Syariah Banda Aceh 
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LAMPIRAN  IV 

 

Persyaratan Pembukaan Rekening Deposito  



 

115 

 

LAMPIRAN  V 

 

Dokumentasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN MUI No.07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah dan Fatwa DSN MUI 

No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito Syariah. 

 

• Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Mudharabah
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• Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Deposito Syariah. 
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LAMPIRAN  VI 

 

Surat Izin Penelitian
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